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Yudiet Novenry, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Maret, 2021. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PERUMAHAN SYARIAH SELAKU 
DEBITOR YANG MENGGUNAKAN AKAD ISTISHNA TANPA MELALUI LEMBAGA 
KEUANGAN DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi di Developer Syariah PT. 
Primaland Kota Malang). Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. 
Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai perlindungan hukum yang 
diterima bagi pembeli perumahan syariah dari developer PT.Primaland. Latar 
belakang dari penelitian ini dikarenakan pada perjanjian yang berbasis syariah, 
tidak akan menggunakan ketentuan pada perjanjian konvensional biasa. 
Beberapa ketentuan yang tidak diadopsi oleh ketentuan syariah adalah salah 
satunya mengenai campur tangan pihak ketiga dalam perjanjian apabila 
terjadinya wanprestasi keterlambatan dalam pembayaran. Hal inilah 
diperlukannya perlindungan hukum untuk pembeli agar tidak dirugikan. Apalagi 
diketahui bahwa dalam pembuatan perjanjian oleh pihak developer PT.Primaland 
dibuat secara sepihak/pembeli akan langsung menerima ketentuan isi akta yang 
telah dipersiapkan dan penyesuaian dalam akta hanya akan sebatas mengenai 
ketentuan pembayaran semata.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan 
perlindungan hukum dalam akad istishna pada debitur perumahan syariah PT. 
Primaland yang mengalami keterlambatan angsuran di masa pandemi covid-19? 
(2) Bagaimana upaya yang dilakukan agar ketentuan hukum syariah yang 
diterapkan PT.Primaland tersebut tetap dijalankan sesuai dengan hukum syariah 
mengenai keterlambatan pembayaran angsuran oleh khususnya selama masa 
pandemi covid-19? 
Metode penelitian ini memakai metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk 
menganalisa data-data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian digunakan 
menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori 
perlindungan hukum, teori efektifitas hukum serta teori perjanjian agar dapat 
dijadikan sebagai pisau analisis. 
Hasil penelitian ini yaitu: (1) bahwa mengenai perlindungan hukum yang 
diperoleh pembeli perumahan berbasis syariah sebenarnya belum maksimal, 
dikarenakan beberapa ketentuan dirasa kurang melindungi pembeli itu sendiri. 
Pihak developer itu sendiri sebenarnya membuat isi akta tanpa melibatkan pihak 
pembeli, sehingga ketentuan didalamnya terasa sepihak. Walaupun di klaim 
tanpa denda/sita, namun solusi yang ditawarkan kepada pembeli apabila 
mengalami wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran maka akan diberikan 
pilihan sesuai dengan kemampuannya. Apabila si pembeli masih sanggup untuk 
melunasi namun membutuhkan waktu lebih maka akan ditawarkan solusi mundur 
tenor atau restructure dalam jadwal pembayaran serta jumlah pembayaran, 
tetapi apabila dirasa tidak dapat menyelesaikan pembayaran sama sekali maka 
pihak developer akan mengusulkan menjual bersama/lebih dirasa dengan dijual 
paksa agar dapat melunasi pembayaran yang tersisia. (2) upaya yang dilakukan 





detail mengenai akad istishna diawal dengan detail, lalu diusulkan solusi mundur 
tenor/ restructure dalam jadwal pembayaran serta jumlah pembayaran serta 


































In this study, the authors examine the legal protection received for prospective 
buyers of Islamic housing from the developer PT.Primaland. Background of this 
research is because in sharia-based agreements, it will not use the provisions of 
ordinary conventional agreements. Some of the provisions that are not adopted 
by sharia provisions are one of them regarding the intervention of third parties in 
the agreement in the event of a default in payment. This is the need for legal 
protection for prospective buyers so as not to be harmed. Moreover, it is known 
that in making the agreement by the developer PT.Primaland made 
unilaterally/prospective buyers will immediately accept the provisions of the 
contents of the deed that have been prepared and adjustments in the deed will 
only be limited to the terms of payment. 
The formulation of the problem in this study are: (1) How is the implementation 
of legal protection in the istishna contract on the sharia housing debtor of PT. 
Primaland who experienced late installments during the covid-19 pandemic? (2) 
How are the efforts made so that the sharia law provisions applied by PT. 
Primaland are still carried out in accordance with sharia law regarding delays in 
installment payments, especially during the covid-19 pandemic? This research 
method uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach, 
which uses qualitative descriptive analysis techniques to analyze data obtained 
from the field and then used to answer existing problems. This study also uses 
the theory of legal protection, the theory of legal effectiveness and the theory of 
agreement so that it can be used as an analytical knife. 
The results of this study are: (1) that regarding the legal protection obtained by 
prospective buyers of sharia-based housing, it is actually not maximized, because 
some provisions are deemed less protective of potential buyers themselves. The 
developer itself actually makes the contents of the deed without involving the 
prospective buyer, so the provisions in it feel one-sided. Even though it is 
claimed without a fine/confiscation, the solutions offered to prospective buyers if 
they experience default in late payments will be given options according to their 
abilities. If the prospective buyer is still able to pay off but takes more time, a 
tenor retreat solution or restructuring in the payment schedule and payment 
amount will be offered, but if it is deemed unable to complete the payment at all, 
the developer will propose selling together/more if it is felt to be forced to sell so 
can pay off the remaining payments. (2) the efforts made by the developer itself 
are divided into, the developer explains in detail about the istishna contract at 
the beginning in detail, then a tenor/restructured solution is proposed in the 





1.1. LАTАR BELАKАNG 
Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok dan harus 
dipenuhi, untuk mendapatkan kehidupan yang layak maka masih banyak 
orang yang terpaksa mengontrak atau menyewa rumah tinggal yang 
dibayar dengan sistem tahunan maupun bulanan. Sulitnya seseorang 
dalam memiliki rumah tinggal sendiri dikarenakan semakin tingginya nilai 
jual rumah tersebut, sehingga perbankan membuat suatu produk 
perbankan yang dapat mengatasi dilema tersebut yaitu dengan sistem 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dimana dengan sistem tersebut 
diharapkan dapat memudahkan bagi seseorang yang ingin memiliki 
rumah tinggal sendiri dan akan menjadi lebih ringan lagi bila dengan 
adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan subsidi atas 
pemilikan rumah tersebut. Pada awalnya produk sistem Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) hanya terdapat pada perbankan konvensional salah 
satunya dan termasuk bank yang mengawali kerjasama dengan 
pemerintah dalam memfasilitasi sistem KPR tersebut yaitu Bank 
Tabungan Negara (BTN), dengan adanya sistem KPR tersebut cukup 
membuat masyarakat tertarik untuk memanfaatkan sistem tersebut agar 
dapat memiliki rumah tinggal sendiri, namun seiring dengan berjalannya 
waktu dan semakin berkembangnya pengetahuan serta pola pikir 
seseorang yang kemudian merasakan bahwa dengan menggunakan 
sistem KPR tersebut hanya merasa ringan diawal saja dan akan merasa 
berat pada saat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilan KPR 
tersebut dengan besarnya bunga bank yang dibebankan oleh pihak bank, 
selain itu bagi orang muslim dengan adanya bunga bank tersebut dapat 
menimbulkan riba yang dalam ajaran islam hukumnya haram baik dalam 




Muhammad atau yang lebih dikenal dengan sebutan as-Saghadi, 
menyebutkan dalam kitab an-Nutf bahwa riba menjadi tiga bentuk yaitu;1 
a. Riba Dalam Hal Pinjaman 
b. Bentuk riba kedua ialah riba dalam hal hutang 
c. Bentuk riba yang ketiga ialah riba dalam pegadaian. Riba 
dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat dari para 
ulama. 
Atas dasar tersebut sehingga pemerintah bersama-sama dengan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk perbankan syariah sebagai 
solusi dari permasalahan tersebut, dengan tujuan agar masyarakat 
indonesia yang mayoritas muslim dapat tetap melakukan kegiatan 
ekonomi namun tetap dapat menjaga nilai-nilai syariah islam. Perbankan 
syariah yang pertamakali dibentuk oleh pemerintah bersama dengan MUI 
dan dalam produknya tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu 
bank mu’amalat. 
Dengan adanya perbankan syariah tersebut cukup menarik peminat 
masyarakat terutama masyarakat muslim untuk menggunakan produk-
produk syariah tersebut, dalam hal ini produk kredit pemilikan rumah 
berbasis syariah sehingga dimana pada awalnya masyarakat merasa 
terbebani dengan tingginya bunga yang ditentukan oleh perbankan 
konvensional menjadi terasa ringan serta dapat menghindari sifat riba 
tersebut. 
Banyaknya perbankan konvensional yang membentuk perbankan 
syariah, juga membawa dampak kurangnya kepercayaan masyarakat atas 
produk-produk syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah tersebut. 
Penyebabnya adalah banyaknya perbankan syariah yang tidak benar-
benar menerapkan prinsip syariah, dimana dalam penawaran produknya 
menggunakan kata syariah namun dalam penerapannya masih 
menggunakan prinsip perbankan konvensional. 
Masih diterapkannya prinsip konvensional dalam perbankan syariah, 
membuat sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa tidak adanya 
                                                             
1 Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Judul dalam Bahasa Indonesia Jual Beli Yang 
Dibolehkan Dan Yang Dilarang, Riba Pengertian dan Macam-macamnya (online), 




perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah 
karena pada akhirnya tetap bersentuhan dengan yang namanya riba. Hal 
ini menjadi salah satu penyebab banyaknya perusahaan pengembang 
perumahan atau developer yang memanfaatkan celah tersebut dengan 
mendirikan perusahaan developer syariah, dimana dalam hal ini sama 
sekali tidak menggunakan jasa perbankan yang biasanya sebagai pihak 
ketiga terutama dalam hal memberikan pembiayaan kredit pemilikan 
rumah. 
Sistem developer syariah murni hanya terdapat 2 (dua) pihak saja 
yaitu pihak developer dan pihak pembeli, penerapan sistem tersebut 
diharapkan dapat menarik minat masyarakat yang sudah berkurang 
kepercayaannya terhadap perbankan syariah namun tetap ingin memiliki 
rumah dengan cara syariah, selain itu diharapkan juga dapat tetap 
menjaga kepercayaan masyarakat baik dalam menawarkan produknya 
maupun dalam penyelesaian permasalahan kreditnya apabila terjadi 
wanprestasi antara kedua belah pihak dengan benar-benar menerapkan 
prinsip syariah. 
Walaupun sudah ada hukum yang mengatur tentang itu, khusus 
dalam hal pembiayaan properti syariah akan lebih baik dan aman bila ada 
campur tangannya pihak ketiga yaitu lembaga pembiayaan (perbankan) 
dalam penyelesaian permasalahannya yang ikut menengahi 
permasalahan yang terjadi, seperti lembaga Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) yang berfungsi utk mengawasi pihak perbankan dengan peraturan 
otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan 
konsumen sektor jasa keuangan, ada juga undang-undang nomor 21 
tahun 2008 tentang perbankan syariah, serta fatwa-fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi 
mengawasi aturan syariah yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan 
syariah tersebut, dengan tujuan perlindungan hukum terhadap debitor 
dapat lebih terjamin bila terjadi wanprestasi diantara para pihak. 
Kebijakan perlindungan yang diberikan OJK bukanlah menjadi salah 
satu solusi untuk pihak yang mengalami wanprestasi. Tidak semua 
pembiayaan property syariah kemudian menggunakan campur tangan 




pembiayaan. Penggunaan lembaga pembiayaan ini menurut syariah tidak 
sejalan sehingga kebanyakan tidak dilibatkan dikarenakan masih 
melibatkan pihak bank dan memiliki unsurr riba didalamnya. Hal inilah 
yang dihindari oleh prinsip syariah karena tidak sejalan dengan konsep 
syariah itu sendiri.  
Salah satu property syariah di kota malang yaitu PT. Primaland yang 
menggunakan sistem property syariah dimana tidak melibatkan pihak 
perbankan. De Primaland Hunian Islami Malang sebagai perusahaan 
pengembang perumahan telah menghadirkan perumahan Islami, sebuah 
perumahan yang berbasis syariah pertama di Kota Malang, yaitu De 
Prima Tunggulwulung Hunian Islami. Perumahan yang berbasis syariah 
ini berbeda dengan perumahan-perumahan pada umumnya (perumahan 
non-syariah). Perumahan syariah ini pada transaksi jual belinya tanpa 
melalui perantara bank, jadi masih belum diketahui juga darimana 
perusahaan Primaland bisa mendapatkan dana pembiayaan untuk 
membangun rumah tersebut. Perusahaan primaland mempunyai 
beberapa produk diantaranya adalah ruko, tempat kos, dan perumahan.2 
Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami ini merupakan 
salah satu produk dari PT. Primaland, yang pada awalnya masih 
menggunakan konsep umum atau masih belum menggunakan konsep 
yang berbasis syariah. Setelah dirubah menggunakan konsep syariah, 
semua yang berhubungan dengan perumahan maka juga harus 
menggunakan konsep yang Islami yaitu harus berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. Seperti dalam transaksi pembayarannya tanpa melalui Bank dan 
tanpa adanya unsur riba. De Prima Tunggulwulung Hunian Islami dalam 
transaksi pembayarannya menggunakan akad Istishna’ yang mana 
pemesanan dengan berbagai spesifikasi dan bentuk. Dalam akad ini 
pembayarannya ada dua pilihan, yaitu : (1) secara langsung cash, dan 
(2) dengan mencicil dengan selambat-lambatnya adalah selama 60 
(enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun. 
De Prima Tunggulwulung Hunian Islami ini merupakan perumahan 
syariah terbaru dan pertama kali perumahan syariah di Kota Malang yang 
                                                             




terletak di Jalan Akordion Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan 
Lowokwaru Malang. Keunikan dari perumahan syariah ini yaitu 
mempunyai konsep bahwa dalam transaksi jual belinya tanpa melalui 
perantara bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, serta 100% 
menggunakan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipastikan tidak adanya 
sistem BI cheking dalam menerima pembeli, sehingga tidak dapat 
diperkirakan secara pasti apakah pembeli tersebut dapat memenuhi atau 
tidak kewajibannya sampai dengan selesai sesuai dengan perjanjian yang 
sudah disepakati, hal itu juga sebagai salah satu penyebab terjadinya 
konflik diantara para pihak. 
Permasalahan lain yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi 
yaitu pada saat masa pandemi virus covid-19 sekarang ini yang tidak 
hanya menyerang kesehatan seseorang namun juga berdampak pada 
seluruh sektor ekonomi baik menengah ke bawah maupun menengah ke 
atas, seperti yang terjadi pada debitor perumahan syariah De Primaland 
yang kesulitan dalam pembayaran angsuran dikarenakan ekonominya 
terkena dampak dari pandemi covid-19 tersebut,  namun dikarenakan 
perumahan de primaland 100% menggunakan prinsip syariah dan tidak 
adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam perjanjian jual beli 
tersebut sehingga peraturan-peraturan seperti kebijakan pemerintah 
selama masa pandemi covid-19, peraturan OJK, Undang-undang 
perbankan syariah, maupun fatwa-fatwa dewan syariah nasional tidak 
bisa diterapkan sebagai solusi yang mungkin dapat meringankan pembeli, 
dikarenakan aturan-aturan tersebut hanya dapat mengawasi batasan 
kewenangan apabila ada campur tangan dari lembaga keuangan saja 
khususnya lembaga keuangan syariah, dan juga sulitnya penerapan 
aturan hukum yang dibuat oleh dewan syariah nasional (DSN) sebagai 
acuan dalam penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan syariah 
terutama dalam mengatasi suatu permasalahan hukum antara pihak 
developer dan pembeli. Hal tersebut dikarenakan masih belum adanya 
aturan baku mengenai praktik KPR Syariah tanpa bank. Para pelaku 
transaksi ini berpijak pada hukum Islam bahwa transaksi muamalah 
dapat dilakukan asal suka sama suka dan tidak melanggar aturan yang 




Salah satu fatwa DSN yang dikeluarkan ialah DSN MUI Nomor : 
17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Fatwa tentang Sanksi Atas Nasabah 
Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa ini 
disebutkan bahwa apabila nasabah yang tidak/belum mampu  untuk 
membayar yang disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan 
sanksi. Hal ini berarti bahwa pihak yang terhambat menyelesaikan 
kewajibannya dalam melakukan pembayaran tidak dapat dikenai 
sanksi apapun sepanjang itu terkait dengan keadaan memaksa / force 
majeur dan salah satu force majeur yang dimaksud adalah dengan 
adanya pandemic covid-19 ini ditengah-tengah masyarakat.  
Fatwa ini lah yang sangat berpengaruh terhadap setiap transaksi 
syariah yang dilakukan masyarakat terutama dalam pandemic saat ini. 
Dengan adanya fatwa ini, maka setiap masyarakat yang memiliki 
kewajiban mengenai pembayaran, namun terhalang akibat dari 
terjadinya pandemic ini maka solusi untuk penyelesaian pembayaran 
akan kembali kepada kesepakatan terhadap kedua belah pihak. Entah 
dengan memberikan waktu lebih bagi customer yang kesulitan dengan 
pengaturan pembayaran atau bahkan solusi lain yang disepakati dan 
tidak diperkenankan untuk merugikan satu sama lain karena akan 
melanggar dari anjuran syariah yang sudah ada. 
Selama pandemic ini pun, salah satu lembaga Negara yang telah 
mengeluarkan sejumlah aturannya ialah Badan Pengaduan Konsumen 
Selama Pandemi Covid-19. Produk hokum yang dikeluarkan berupa 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Peraturan ini dikeluarkan untuk 
menyesuaikan situasi dan kondisi terkait kondisi pandemic saat ini. 
Namun didalamnya hanya terdapat pengaturan terkait sarana prasarana 
di dalam suatu perumahan, terkait dengan batas waktu pembayaran 
serta apabila mengenai dengan rancanan pembangunan itu sendiri. Di 
dalam aturan ini, belum diperjelas mengenai meringankan pembayaran 
terhadap pembeli yang mengalami colaps selama terjadinya pandemic. 
Aturan ini pun tidak menyinggung mengenai perumahan berbasis syariah 




hukum didalam suatu transaksi berbasis syariah walaupun secara teknis 
dapat diikuti hanya terkait ketentuan dari keperluan dalam suatu 
pembangunan perumahan. 
Permasalahan yang terjadi pada saat ini selama masa pandemi 
covid-19 ada beberapa debitor yang terkena dampak dalam hal 
perekonomiannya sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajibannya 
dalam membayar cicilian dan sudah pasti hal tersebut juga dapat 
merugikan pihak PT. Primaland. Pada permasalahan ini dapat 
dimungkinkan debitor dalam posisi pihak yang selalu mengalah karena 
tidak adanya bentuk perlindungan hukum lainnya selain hanya 
berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh developer. 
Pihak debitur dari PT.Primaland itu sendiri beberapa ada yang 
mengajukan keberatan atas kesepakatan pembayaran yang telah 
disepakati sebelumnya. Terdapat 10 debitur yang dapat dikategorikan ke 
dalam situasi yang kurang lebih sama saat mengajukan kesepakatan 
mengenai keterlambatan pembayaran. Debitur-debitur ini tidak 
menyangka bahwa kondisi pandemic ini akan memberikan mereka 
dampak yang begitu berpengaruh kedalam kondisi keuangan masing-
masing. Salah satu debitur menjelaskan bahwa hanya bisa mengandalkan 
bonus bulanan dari kantor, debitur lainnya menyebutkan bahwa 
mengalami pemutusan hubungan kerja, ada pula yang keluarganya 
sedang membutuhkan perawatan dikarenakan terinfeksi covid. Hal-hal ini 
lah yang tidak dapat dihindari oleh para debitur dan mengharuskan 
mereka merundingkan kembali kesepakatan mengenai pembayaran 
denga developer agar perjanjian tetap dapat berlanjut. 
Terkait dengan melaksanakan akad secara syariah, atau dalam hal 
ini adalah secara istishna, OJK sendiri telah memiliki ketentuan di dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad 
Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Aturan 
ini didalam pasal 11 terkait dengan pembayaran objek istishna, yang 
berbunyi,  
“Pembayaran objek istishna dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 




b. Pembayaran atas objek istishna dapat dilakukan secara tunai 
dan/atau cicilan sejak istishna ditandatangani atau dengan 
cara pembayaran lain sesuai kesepakatan 
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang 
atau dalam bentuk piutang yang belum jatuh tempo” 
Pasal tersebut dengan jelas mengatakan bahwa dengan cara 
ppembayaran secara lain sesuai dengan kesepakatan. Sehingga 
kemudian hal ini akan beralih kepada pihak developer yang telah 
melakukan kesepakatan dengan pembeli akan seperti apa pembayaran 
yang dilakukan terutama di masa pandemic seperti saat ini. Pasal ini tidak 
serta merta melindungi pembeli namun menegaskan bahwa dalam 
pelaksanaannya memang dibutuhkan kesepakatan diantara developer 
dengan pembeli sehingga nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan 
dikemudian hari apalagi mengenai pembayaran. 
Bila dilihat dari pembuatannya, perjanjian pada perumahan syariah 
non bank juga sama dengan perjanjian kredit perbankan pada umumnya 
yaitu menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). 
Sehubungan dengan hal tersebut, memang dalam praktiknya bentuk 
perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak developer sebagai kreditor 
sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. 
Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku 
(standard contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur 
hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan 
untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar, yang pada akhirnya 
melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi 
salah satu pihak. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang 
telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak debitur 
dengan prinsip take it or leave it contract.3 Pencantuman klausul-klausul 
yang telah dibuat sepihak oleh pihak developer dalam bentuk perjanjian 
standart akan memberikan kewenangan yang tidak seimbang jika 
dibandingkan dengan debitur. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak 
developer merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada 
debitor yang membutuhkan rumah, sehingga menciptakan kondisi 
                                                             




dimana ketentuan yang diatur oleh developer dalam perjanjian kredit, 
mau tidak mau harus diterima pihak debitur agar dapat memperoleh 
kredit perumahan dari developer tersebut. 
Debitor juga dalam posisi sebagai pihak yang kurang mendapat 
perlindungan hukum dalam hal keterlambatan pembayaran selama masa 
pandemi covid-19, dimana seharusnya permasalahan yang terjadi antara 
kedua belah pihak dapat diselesaikan secara syariah pula sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dapat 
diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), selain itu debitor juga tidak 
dapat merasakan kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh 
pemerintah selama masa pandemik covid 19 dalam hal pembiayaan 
kredit, namun khusus debitor perumahan syariah non bank semua itu 
tidak berlaku dikarenakan kebijakan tersebut hanya terbatas pada debitor 
lembaga pembiayaan saja, sedangkan developer syariah murni 100% 
menerapkan prinsip syariah yang salah satunya yaitu tanpa adanya 
campur tangan lembaga pembiayaan. Perlu diketahui juga bahwa 
sebenarnya REI (Real Estate Indonesia) sendiri tidak mengakui dengan 
adanya developer syariah dikarenakan belum adanya aturan yang baku 
mengatur tentang itu.4 Belum dipertegasnya aturan ini lah yang akhirnya 
membuat perlindungan hukum terhadap debitur kemudian dipertanyakan 
apakah telah memenuhi perlindungan hukum yang diinginkan oleh 
hukum itu sendiri. 
Diperlukannya perlindungan hukum bagi pembeli itu pun 
dikarenakan apabila developer syariah tidak bekerja sama dengan 
lembaga keuangan yang mana mengakibatkan apabila terjadi 
keterlambatan atau terjadinya halangan dalam proses pembayaran, maka 
pihak debitur tidak bisa menikmati keringanan yang telah ditawarkan oleh 
pihak DSN. Debitur hanya memiliki pilihan untuk merundingkan 
kesepakatan yang ada kepada pihak debitur agar diberikan keringanan di 
dalam melakukan pembayaran dikarenakan masa pandemic saat ini. 
Namun, kesepakatan yang akan ditawarkan oleh pihak developer pun 
terkadang tidak memberikan pilihan kepada debitur, atau secara tidak 
                                                             




langsung mau tidak mau pihak debitur harus mengikuti apa yang 
disarankan pihak developer apabila nantinya tidak dicapai solusi yang 
tidak merugikan kedua belah pihak.  
Sebagai developer pun tidak mau sampai pembayaran atas yang 
diperjanjikan terlambat dikarenakan juga memerlukan dana tersebut 
guna pembangunan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa situasi 
pandemic ini sangat merubah kondisi perekonomian hingga keuangan 
pun tidak bisa lagi diprediksi dengan maksimal. Walaupun terkadang 
solusi yang ditawarkan dianggap kurang memberikan keuntungan kepada 
debitur, namun debitur juga tidak dapat menolak dikarenakan telah 
terikatnya perjanjian dan tidak ingin melepas atau membatalkan 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 
Dаri uraian latar belakang di аtаs, penulis memiliki ketertarikan 
dalam untuk penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
PEMBELI PERUMAHAN SYARIAH SELAKU DEBITOR YANG 
MENGGUNAKAN AKAD ISTISHNA TANPA MELALUI LEMBAGA 
KEUANGAN DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi di Developer 
Syariah PT. Primaland Kota Malang).” 
 
1.2. RUMUSАN MАSАLАH 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam akad istishna 
pada debitur perumahan syariah PT. Primaland yang mengalami 
keterlambatan angsuran di masa pandemi covid-19? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar ketentuan hukum syariah yang 
diterapkan PT.Primaland tersebut tetap dijalankan sesuai dengan 
hukum syariah mengenai keterlambatan pembayaran angsuran oleh 
khususnya selama masa pandemi covid-19? 
 
1.3. TUJUАN PENELITIАN 
1. Untuk mengetаhui, mengidentifikasi dаn mengаnаlisis bentuk 




syariah selama masa pandemi covid-19, bila terjadi wanprestasi 
diantara kedua belah pihak. 
2. Untuk mengetаhui ,mengidentifikasi dаn mengаnаlisis upaya yang 
dilakukan agar ketentuan hukum syariah yang diterapkan PT. 
Primaland tetap dijalankan sesuai dengan hukum syariah dalam 
rangka memberikan perlindungan hukum preventif bagi pembeli 
(debitor) PT. Primaland yang mengalami keterlambatan pembayaran 
angsuran khususnya di masa pandemi covid-19. 
 
1.4. MАNFААT PENELITIАN 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan di kemudian hari, penelitian ini dapat melengkapi bahan 
referensi dan sumber bacaan bagi para civitas akademis maupun 
praktisi untuk dapat lebih memahami bidang hukum pembiayaan 
syariah khususnya yang tanpa melalui lembaga pembiayaan syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat pada umumnya dan calon debitor perumahan 
syariah pada khususnya, diharapkan pembeli dapat  lebih 
mengetahui konsep prinsip-prinsip syariah sebenarnya yang 
ditawarkan oleh developer syariah dalam memberikan fasilitas 
pembiayaan kredit kepemilikan rumah tanpa melalui lembaga 
pembiayaan syariah serta mengetahui solusi yang diterapkan oleh 
developer syariah bila terjadi wanprestasi diantara kedua belah 
pihak, sehingga calon debitor dapat mempertimbangkan resiko 
dan konsekuensi yang akan diterima bila membeli rumah pada 
developer syariah. 
b. Bagi developer syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan 
kredit pemilikan rumah secara syariah  khususnya PT. Primaland 
agar dapat menerapkan prinsip produk syariah yang sesuai 
dengan harapan masyarakat muslim khususnya, sehingga dapat 
terhindar dari riba karena pada prinsipnya sistem syariah bukanlah 





1.5. ORISINALITAS PENELITIAN 
Meninjau dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga dilakukan 
suatu penelusuran terhadap penelitian yang memiliki fokus kajian 
penelitian yang serupa, yaitu sebagai berikut: 
1. Hanna Ayu Puspitasari, S.H, PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH 
SYARIAH NON BANK OLEH DEVELOPER PROPERTI SYARIAH 
(Studi Kasus DeGriyaLand Property Sharia di Surabaya), 
persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 
tentang developer properti syariah, perbedaan dalam penelitian 
ini adalah Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai 
karakteristik pembiayaan pemilikan rumah syariah dan 
penyelesaian sengketa yang dilakukan bilamana terjadi cidera 
janji oleh para pihak, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus 
pada bentuk perlindungan hukumnya, kontribusi pada penelitian 
ini menjelaskan tentang alternatif bentuk perlindungan hukum 
yang dapat digunakan bagi debitor kepemilikan rumah syariah, 
kebaruan dalam penelitian ini, Penulis lebih fokus kepada 
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitor, bukan 
terhadap keduabelah pihak. 
2. Munadi Idris,S.H., IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PEMILIKAN 
RUMAH (PPR) SYARIAH (Studi Kasus Pada Griya AR-ROYA Di 
Kota Makassar), persamaan dalam penelitian ini adalah dalam 
penelitian ini hanya terletak pada implementasi pembiayaan 
pemilikan rumah syariah, perbedaan dalam penelitian ini adalah, 
Penelitian terdahulu hanya menjelaskan tata cara penerapan 
hukum syariah pada pembiayaan pemilikan syariahnya saja dan 
tidak dijelaskan apakah melalui lembaga pembiayaan syariah 
atau tidak, sedangkan dalam penelitian ini secara jelas tanpa 
melalui lembaga pembiayaan syariah dan juga juga membahas 
bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitornya, 
kontribusi dalam penelitian ini yaitu dapat melengkapi data yang 




namun tanpa melalui lembaga pembiayaan, kebaruan dalam 
penelitian ini adalah peneliti tidak hanya membahas penerapan 
hukum syariah pada pembiayaan syariah, namun juga 
membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitor 
pembiayaan pemilikan rumah syariah tanpa melalui lembaga 
pembiayaan syariah. 
3. Egi Arvian Firmansyah & Deru R Indika, KREDIT PEMILIKAN 
RUMAH SYARIAH TANPA BANK (Studi Di Jawa Barat), persamaan 
dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 
pembiayaan pemilikan rumah syariah tanpa melalui lembaga 
pembiayaan, perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa 
penelitian terdahulu hanya fokus pada permasalahan ekonomi 
bisnis dan cara penerapan kredit/pembiayaan yang digunakan, 
sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada permasalahan 
hukumnya. Kontribusi dalam penelitian ini adalah menjelaskan 
penerapan hukumnya dalam pembiayaan pemilikan rumah 
syariah beserta perlindungan hukum bagi debitornya, kebaruan 
dalam penelitian ini adalah peneliti selain mengangkat tentang 
penerapan pembiayaan pemilikan rumah syariah tanpa melalui 
lembaga pembiayaan, peneliti juga membahas tentang bentuk 
perlindungan hukum terhadap debitor pembiayaan pemilikan 





















































































































































































Pada penelitian saat 






















A. Kajian Umum Terkait Jual Beli Dalam Hukum Islam dan 
KUHPerdata 
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam 
Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual 
dan beli. Sebenarnya kata ‚jual‛ dan ‚beli‛ mempunyai arti yang satu 
sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya 
perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan 
membeli.5 Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya 
dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan 
dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa 
hukum jual beli. 
Jual beli secara garis besar diartikan sebagai proses pemindahan 
hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan 
menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut istilah 
(terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:  
a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 
lain atas dasar saling merelakan. 
b) Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai 
dengan aturan Syara‛. 
c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) 
dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’. 
d) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang 
khusus (dibolehkan).6 
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 
adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang 
satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 
dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’. 
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 
yang dimaksudkan ulama Hanafiyyah adalah melalui ijab (ungkapan 
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membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). 
Juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual 
dan pembeli.7 
Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh 
para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka 
transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun 
yang menjadi rukun jual beli terdiri dari:8 
a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli; Penjual merupakan 
pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pihak 
pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki 
alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang 
yang akan dibeli. 
b) Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi; 
Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan 
dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak. 
c) Adanya lafadh atau ijab qabul; Jika kedua belah pihak telah 
bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu 
yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan ijab qabul 
sebagai rukun sahnya jual beli. 
Sedangkan syarat sahnya jual beli meliputi sebagai berikut:9 
a) Tentang subjeknya, bahwa kedua belah pihak yang melakukan 
jual beli tersebut haruslah: 
1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau 
bodoh tidak sah jual belinya; 
2) Dengan kehendaknya sendiri; 
3) Keduanya tidak mubazir; 
4) Baligh. Setidaknya, orang yang melakukan jual beli 
mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata cara 
yang benar menurut syar’i. 
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Hal 113. 
8 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), Hal. 34 




b) Tentang objeknya, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli 
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Bersih barangnya, barang yang di perjualbelikan bukanlah 
benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau di 
golongkan sebagai benda yang di haramkan. 
2) Dapat dimanfaatkan, bahwa kemanfaatan barang tersebut 
sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya 
pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan 
syariat agama islam atau norma-norma yang ada. 
3) Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang 
melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah 
pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin 
dari pemilik sah barang tersebut. 
4) Mampu menyerahkannya, bahwa pihak penjual (baik 
sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat 
menyerahkan barang yang di jadikan sebagai objek jual 
beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah 
diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak 
pembeli. 
5) Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang 
dan jumlah harganya tidak di ketahui, maka perjanjian jual 
beli itu tidak sah. Sebab bisa perjanjian tersebut 
mengandung unsur penipuan. 
6) Barang yang diakadkan ada di tangan, menyangkut 
perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum 
ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah 
dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak 
dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.10 
Di samping syarat yang telah dijelaskan di atas, para ulama fiqih 
juga ada yang mengemukakan syarat lain berkaitan dengan 
pembedaan antara jual beli benda bergerak dan benda tidak bergerak. 
Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka benda 
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itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. 
Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai setelah surat-
menyuratnya diselesaikan menurut “urf (kebiasaan) setempat.11 
 
2. Jual Beli Dalam KUHPerdata 
Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir 
Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana 
penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang 
kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.12 
Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu: 
a) Barang/benda yang diperjualbelikan 
Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli 
adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala 
sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta 
kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya 
barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh 
dijadikan objek persetujuan. KUHPerdata mengenal tiga macam 
barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdata yaitu: 
1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak 
bertubuh. 
2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak 
bergerak. 
3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan 
ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan 
adalah barang-barang yang habis karena dipakai. 
Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdata 
sebagaimana berikut: 
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1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan 
kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata) 
2) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan 
dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu 
dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka 
pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik 
nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata). 
3) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat 
akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan 
hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 
613 KUHPerdata). 
b) Harga barang yang diperjualbelikan 
Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam 
bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang 
dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.13 
Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban 
utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. 
Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode 
pembayaran sebagai berikut:14 
1) Jual Beli Tunai Seketika, Metode jual beli dimana 
pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang 
sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam 
melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah 
diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya 
rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli. 
2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit, Metode jual beli dimana 
pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa 
pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, 
sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan 
sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran 
belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, 
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jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, 
sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang 
piutang. 
3) Jual Beli dengan Pemesanan/Indent, Merupakan metode 
jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi 
jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan 
pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan 
membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi 
mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang 
dituangkan dalam akta pengikatan jual beli. 
Pada transaksi jual beli tentu terdapat Kewajiban Penjual dan 
kewajiban pembeli. Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu: 
a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, 
kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan 
yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik 
atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si 
pembeli. 
b) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan 
menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.15 Konsekuensi 
dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa 
barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri 
yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. 
Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung 
cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya 
meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi 
dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya 
bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. 
Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh 
pembeli yang normal. 
Sedangkan kewajiban Pembeli Menurut Abdulkadir Muhammad, 
kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang 
dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah 
                                                             




pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.16 Sedangkan 
menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga 
pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut 
perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini 
tidak ditetapkan dalam undang-undang.17 
 
B. Kajian Umum Terkait Jual Beli Rumah Dengan Sistem Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) 
Setiap jual beli dengan sistem kredit yang telah disetujui dan 
disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib 
dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit atau perjanjian 
pembiayaan. Perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan terbagi 
dua yaitu berdasarkan sistem konvensional dan sistem syariah. 
Perbedaan pokok antara KPR dengan sistem konvensional dan PPR 
dengan sistem syariah terletak pada dasar perjanjian atau prinsipnya. 
Pada bank konvensional, perjanjian KPR didasarkan pada suku bunga 
tertentu yang sifatnya fluktuatif atau mengikuti kebijakan otoritas dan 
kebijakan internal bank. Sedangkan pada perjanjian PPR 
(Pembiayaan Pemilikan Rumah) Syariah bisa dilakukan dengan 
beberapa pilihan perjanjian alternatif sesuai dengan kebutuhan 
nasabah. 
 
1. Perjanjian KPR Dengan Sistem Konvensional 
Perjanjian KPR dengan sistem konvensional merupakan 
perjanjian konsensuil berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata 
antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini bank) yang 
melahirkan hubungan utang piutang. Debitur berkewajiban 
membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur 
berdasarkan pada syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh 
para pihak. 
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Bank Indonesia memberikan defenisi Kredit Pemilikan 
Rumah yang merupakan suatu kredit konsumsi untuk kepemilikan 
rumah tinggal berupa rumah tapak atau rumah susun atau 
apartemen (tidak termasuk rumah kantor atau rumah toko) 
dengan agunan berupa rumah tinggal yang diberikan bank kepada 
debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang 
ditetapkan berdasarkan dengan nilai agunan. 
Perjanjian KPR adalah perjanjian dimana pada saat 
terjadinya penyerahan uang maka barulah ketentuan-ketentuan 
yang dituangkan dalam perjanjian KPR mulai berlaku. Selain itu, 
fasilitas KPR akan mengenakan beberapa jenis biaya kepada 
debitur, seperti diantaranya biaya appraisal (biaya taksiran harga), 
biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, serta biaya 
premi asuransi jiwa selama masa kredit.18 
Dalam perbankan konvensional perjanjian KPR dilaksanakan 
berdasarkan dengan beberapa prinsip yaitu, Prinsip Kepercayaan, 
Prinsip Kehati-hatian, Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 
Collateral, Condition of Economy), Prinsip 5P (Party, Purpose, 
Payment, Profitability and Protection), Prinsip 3R (Returns, 
Repayment, and Risk bearing ability).19 
 
2. Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Pembiayaan Pemilikan 
Rumah Syariah 
Berbeda dengan perjanjian KPR dengan sistem konvensional, 
perjanjian PPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah) dengan sistem 
syariah selain didasarkan pada ketentuan terkait perjanjian 
didalam KUHPerdata, juga didasarkan pada prinsip yang telah 
diatur didalam fatwa MUI terkait perjanjian pembiayaan. 
Perjanjian yang digunakan untuk KPR syariah diantaranya adalah 
murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah mutanaqisah. 
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Terkait dengan perjanjian- perjanjian tersebut berikut adalah 
penjelasannya: 
a) Perjanjian PPR dengan skema jual-beli (murabahah, 
istishna) Secara umum, akad yang sering digunakan 
dalam PPR adalah murabahah (jual beli dengan marjin 
profit), terutama untuk rumah yang telah dibangun. PPR 
dengan perjanjian murabahah adalah perjanjian jual beli 
antara bank dan nasabah, dimana bank membeli rumah 
yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya 
kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan 
marjin keuntungan yang disepakati oleh bank dan 
nasabah. Ada juga yang menambahkan perjanjian 
wakalah dalam KPR syariah ini. Selain perjanjian 
murabahah ada pula perjanjian PPR dengan skema jual-
beli lainnya, yaitu perjanjian istishna. Perjanjian istishna 
yaitu pemesanan barang (rumah) dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati serta pembayaran 
dengan nilai tertentu yang disepakati pula. 
b) Perjanjian PPR dengan skema sewa (ijarah) Skema ini 
memberi pilihan kepada nasabah untuk menyewa rumah 
yang akhirnya dapat dimiliki hingga akhir masa sewa. 
Dalam skema ini, harga sewa ditentukan secara berkala 
berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. 
Pada umumnya skema ini digunakan untuk PPR berjangka 
waktu panjang misalnya 15 tahun. Pada akhir tahun jatuh 
tempo, nasabah dapat membeli rumah yang disewa. 
c) Perjanjian PPR dengan skema sewa beli (Ijarah Muntahia 
Bittamlik/IMBT) Skema lain yang saat ini banyak diminati 
adalah skema PPR kepemilikan bertahap. Bank dan 
nasabah berserikat dalam kepemilikan rumah. Secara 
bertahap nasabah akan menambah porsi kepemilikannya 
melalui angsuran setiap bulannya, sementara bank secara 
bertahap mengurangi porsi kepemilikannya, sehingga di 




d) Perjanjian PPR dengan skema Kepemilikan Bertahap 
(musyarakah mutanaqisah/MMQ) Pada akad ini, bank 
syariah dan nasabah berkontribusi modal dengan 
prosentase tertentu dan nasabah kemudian membeli 
“bagian” yang menjadi milik bank secara bertahap sampai 
kepemilikan rumah tersebut sepenuhnya berada di tangan 
nasabah. 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan salah 
satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh bank 
syariah kepada nasabah untuk memenuhi sebagian atau 
keseluruhan kebutuhan akan rumah (tempat tinggal) dengan 
menggunakan prinsip (akad) jual beli murabahah. 
Pengertian Murabahah Menurut Undang-Undang No 10/1998 
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. 
Dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Bank Syari’ah 
kebanyakan menggunakan akad murabahah yang dilakukan dalam 
bentuk transaksi jual-beli (bai’ atau sale). Pada sistem pembiayaan 
murabahah, keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli 
(nasabah) dengan cara dicicil. Setelah cicilan tersebut telah lunas 
dibayar, maka secara langsung kepemilikan dari aset tersebut 
dialihkan dari bank kepada nasabah. Dapat dikatakan bahwa 
barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya 
dilunasi.20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari’ah memberikan defenisi tentang Akad Murabahah dalam 
penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, yaitu “Akad Murabahah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga 
                                                             
20 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari’ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, 




belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 
lebih sebagai keuntungan yang disepakati”. 
 
C. Kajian Umum terkait Akad Istishna dalam Syariah 
1. Pengertian 
Lafal Istishna’ berasal dari kata shana’ah yang artinya 
membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta’ menjadi 
Istishna’. Secara etimologi, Istishna’ artinya minta dibuatkan21. 
Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli 
antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang 
dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan 
secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Menurut ulama fiqh 
istishna’ sama dengan salam dari segi objek pesanannya yaitu 
sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri- ciri dan kriteria 
khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam 
pembayarannya dilakukan diawal sekaligus sedangkan Istishna’ 
bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir22. Sedangkan 
menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, Istishna’adalah jula 
beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria 
persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan 
pihak penjual.  
Transaksi jual beli Istishna’ merupakan kontrak penjualan 
antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat 
barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak 
bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah 
pembayarannya dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan 
sampai waktu pada masa yang akan datang. Dari defenisi-defenisi 
yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli Istishna’ 
adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang 
memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/ 
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produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut 
mustashni’ sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut shani’, 
dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut mushnu’ atau 
barang yang dipesan (dibuat).  
 
2. Dasar Hukum 
Mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli Istisna’ atas 
dasar Istihsan karena alasan berikut ini, 23 
a) Masyarakat telah mempraktekan jual beli istishna secara luas 
dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali, 
sehingga menjadikannya sebagai kasus ijma’ atau consensus 
umum 
b) Jual beli Istishna’ sah sesuai dengan aturan umum mengenai 
kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan al-
Quran dan as- Sunnah 
c) Keberadaan jual beli Istishna’ berdasarkan kebutuhan 
masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak 
tersedia dipasar sehingga mereka cendrung melakukan 
kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka, 
dan 
d) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan 
terhadap qiyas bedasarkan ijma’ulama 
Dalil yang mempebolehkan Istishna’ adalah sebagai berikut: 
1) Landasan Al-Quran 
Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan 
persoalan ibadah, al- Quran mengatur dan memberikan 
secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah 
muamalah, al-Quran memberikan gambaran secara global 
(umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan 
Istishna’.  
Allah Swt berfirman dalam surat Annisa ayat 29: 
بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكونَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكمْ   
                                                             




َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  تَِجاَرًة َعْن تََراضٍ ِمْنُكْمۚ  َوََل تَْقُتُلوا أَْنُفَسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu 
 
2) Landasan As-Sunnah 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 
 َح دَّثََنا اْلَح َسُن ْبُن َعلِيٍٍّ اْلَخ َلَّ ُل َح دَّثََنا بِْشُر ْبُن ثَابِتٍ اْلبَزَّاُر َح دَّثََنا نَْصُر ْبن
 اْلَقاِسِم َعْن َعْبِد الرَّْح َمِن ْبِن َداُوَد َعْن َصالِحِ ْبِن ُصَهْيبٍ َعْن أَبِيِه َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ِ
ِه َوَسلََّم ثاَلَ ٌث فِيِهنَّ اْلبََرَكُة اْلبَْيُع إِلَى أََج ٍل َواْلُمَقاَرَضُة َوأَْخ َلَ ُط اْلُبِرٍّ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَيْ   
ِعيرِ لِْلبَْيتِ َلَ لِْلَبْيع  بِالشَّ
 
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali 
Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr 
bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari 
Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di 
dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, 
peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di 
konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R. 
Ibnu Majah) 
 
3) Landasan Ijma’ 
Menurut mazhab Hanafi, jual beli Istishna’ termasuk akad 
yang dilarang karena secar qiyasi (prosedur analogi) 
bertentangan dengan semangat jual beli dan juga 
termasuk jual beli ma’dum (jual beli yang masih belum 




dimiliki oleh penjual. Sementara dalam Istishna’ pokok 
kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual karena 
alasan sebagai berikut:  
i. Masyarakat telah mempraktekan jual beli Istishna’ 
secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan 
sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi 
perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli 
Istishna’. 
ii. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan 
terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus 
ulama (sudah ijma’).  
iii. Keberadaan jual beli Istishna’ didasarkan atas 
kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan 
barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka 
cendrung melakukan kontrak agar orang lain 
membuatkan barang yang diperlukan tersebut.  
iv. Jual beli Istishna’ sah sesuai dengan aturan umum 
mengenai kebolehan kontrak selama tidak 
bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah 
3. Rukun dan Syarat 
Yang termasuk dalam syarat istishna menurut pasal 104 s/d 
pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah adalah sebagai 
berikut :  
1) Bai‟ istishna‟ mengikat setelah masing-masing pihak sepakat 
atas barang yang dipesan.  
2) Bai‟ istishna‟ dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.  
3) Dalam bai‟ istishna, identifikasi dan deskripsi barang yang 
dijual harus sesuai permintaan pemesanan.  
4) Pembayaran dalam Bai‟ istishna dilakukan pada waktu dan 
tempat yang disepakati  
5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh 





6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan dengan 
spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan 
(khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan 
 
Selain syarat terkait akad istishna itu sendiri, ada pula rukun 
yang isinya : 
1) Al-„Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus 
mempunyai hak membelanjakan harta 
2) Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka 
sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.  
3) Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi 
D. Kajian Umum terkait Lembaga Pembiayaan Syariah 
Pengertian Bank Islam/Pembiayaan Syariah 
Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 
lalu lintas pembayaran serta perederan uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat 
Islam.24 Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam 
adalah bank syariah, secara akademik, istilah Islam dan syariah 
memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara 
teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai 
pengertian yang sama. Pengertian bank syariah dapat dilihat 
dalam undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan 
syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 
pembiayaan rakyat syariah.25 
Menurut Muhammad, Bank Islam atau selanjutnya disebut 
dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak 
                                                             
24 Warkum Soemitro, Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait 
(Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004), hal. 5 





mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai 
“lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan al-Qur’an dan Hadits Nabi saw”.26 
Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang 
dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank 
syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank 
umum syariah, unit usaha syariah dan bank Pembiayaan rakyat 
syariah (BPRS)”.27 Bank umum syariah adalah bank syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor 
pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan 
prinsip syariah. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas 
pembayaran. 
 
Sejarah Perkembangan Bank Syariah 
Perbankan syariah memiliki sejarah panjang dalam mewarnai 
proses perubahan keuangan secara global maupun nasional. Ini 
bisa dilihat dari rentetan sejarah permulaan perbankan syariah itu 
hadir sampai pada saat ini. 
a. Dunia Internasional 
Keuangan Islam bukanlah temuan dari gerakan politik 
ekstrim Islam abad ini, namun bersumber dari perintah yang 
ada dalam al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad.28 Pada 
zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk 
perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis 
modern, bentuk-bentuk itu misalnya: al-musyarakah (join 
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venture), al-bai takjiri (venture capital), al-ijarah (leasing), at-
takaful (insurance), al-bai bithaman ajil (instalment-sale), 
kredit pemilikan barang (al-murabahah) pinjaman dengan 
tambahan bunga (riba). 
Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama 
sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar 
1940-an, kemudian di Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural 
Bank dan masih berskala kecil. Menurut Abdullah Saed, sejak 
kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua 
gerakan renaissance Islam modern yaitu neorevivalis dan 
modernis.29 Secara kolektif, gagasan berdirinya bank Islam 
ditingkat internasioanal, muncul dalam konferensi negara-
negara Islam se dunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada 
tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 
negara peserta Yang memutuskan beberapa hal 
diantaranya:30 
1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum 
untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba 
itu sedikit atau banyak hukumnya haram. 
2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang 
bersih dari sistem riba dalam waktu secepat 
mungkin. 
3) Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-
bank yang menerapakan bunga diperbolehkan 
beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan 
darurat. 
b. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi 
pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia, masyarakat muslim 
Indonesia tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk 
dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah. 
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Pengharapan ini kemudian didukung oleh keputusan 
organisasi masyarakat Islam perihal penerapan kaidah Islam 
dalam kegiatan perbankan, ormas islam mengelaurakan fatwa 
yang membahas seputar riba yakni Majlis Tarjih 
Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU.31 Rintisan 
praktek bank Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 
1990-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam 
sebagai sebagai pilar ekonomi Islam, tokoh-tokoh yang 
terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut 
beberapa, diantaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M 
Dawam Rahardjo, AM Saefuddin dan M.Amin Azis sebagai uji 
coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala 
yang relatif terbatas diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil 
Salman ITB) dan di Jakarta (koperasi Ridho Gusti).32 
Perkembangan bank syariah di Indonesia, dapat diuraikan 
sebagai berikut :33 
1) Pada tahun 1980 Muncul ide dan gagasan konsep 
lembaga keuangan syariah, uji coba BMT   Salman 
di Bandung dan koperasi Ridho Gusti. 
2) Pada tahun 1990 Lokakarya MUI dimana para 
peserta sepakat mendirikan bank syariah di 
Indonesia. 
3) Pada tahun 1992 Kemunculan BMI ini kemudian 
diikuti dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1992 
tentang perbankan  
4) Pada tahun 1998 Keluar UU No. 10 tahun 1998 
tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yang 
mengakui keberadaan bank syariah dan bank 
konvensional serta memperkenankan bank 
konvensional membuka kantor cabang syariah. 
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5) Pada tahun 1999 Keluar UU No. 23 tahun 1999 
tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi 
kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah 
dimana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan 
dan pengawasan bank komersial termasuk bank 
syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank 
syariah untuk pertama kali. 
6) Tahun 2008 Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 
Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan 
yang memberikan landansan hukum industry 
perbankan syariah nasional. Ini mengatur secara 
khusus mengenai perbankan syariah, baik secara 
kelembagaan maupun kegiatan usaha. 
Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU 
No. 21/2008, antara lain menyangkut pemisahan Undang-
Undang Syariah baik secara sukarela maupun wajib dan 
komite perbankan syariah. 
E. Kajian Umum Terkait Wanprestasi dan Keadaan Memaksa 
1. Wanprestasi 
Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang 
berarti “prestasi buruk”. Selain itu perkataan wanprestasi sering 
juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau 
melanggar perjanjian bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu 
yang tidak boleh dilakukan.34 Dalam KUHPerdata, wanprestasi 
diatur didalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa: “Si berutang 
adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya 
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara 
                                                             




pihak kreditur dan pihak debitur. Wanprestasi mempunyai kaitan 
yang erat dengan somasi. 
Seseorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia 
telah diberikan somasi (teguran) oleh kreditur atau juru sita.35 
Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur atau juru 
sita kepada debitur, agar debitur berprestasi. Apabila seorang 
debitur sudah diperingatkan dengan tegas dan ditagih janjinya, 
maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam 
keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan 
sanksi-sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian dan 
peralihan resiko.36 
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur 
disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:37 
a) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja 
tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 
b) Karena keadaan memaksa (overmacht), force 
majeure, jadi di luar kemampuan debitur. 
Wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat 
berupa tiga macam, diantaranya: 
a) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya. 
Dengan kata lain, keterlambatan melakukan prestasi 
artinya meskipun prestasi dilaksanakan atau 
diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu 
penyerahan dalam perjanjian. Prestasi yang 
demikian disebut juga kelalaian. 
b) Tidak memenuhi prestasi. Artinya prestasi itu tidak 
hanya terlambat, tetapi tidak bisa lagi dijalankan. 
Hal ini disebabkan karena pemenuhan prestasi yang 
tidak mungkin dilaksanakan karena barangnya telah 
musnah. 
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c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Artinya 
prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana 
mestinya.38 
Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak 
memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak 
terpenuhinya kewajiban itu karena ada unsur padanya maka 
adanya akibat hukum yang akan menimpa dirinya.39 Akibat hukum 
bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman 
atau sanksi hukum berikut ini:40 
a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang 
telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH 
Perdata). 
b) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat 
menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan 
melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). 
c) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, 
risiko beralih kepada debitur sejak terjadi 
wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). 
d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih 
dapat dilakukan, atau pembatalan disertai 
pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH 
Perdata). 
e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika 
diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan 
debitur dinyatakan bersalah. 
Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya 
kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat 
membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk 
membebaskan dirinya dari hukuman itu.41 Pembelaan pihak yang 
dituduh wanprestasi pada umumnya adalah debitur, dengan 
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mengajukan tangkisan atau pembelaan untuk membebaskan diri 
dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut ada 
tiga macam, diantaranya:42 
a) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa 
(overmacht atau force majeure); Dengan mengajukan 
pembelaan ini debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak 
terlaksananya apa yang diperjanjikan itu disebabkan oleh 
hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia 
tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau 
peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi, dengan kata lain 
tidak terlaksannya suatu perjanjian atau keterlambatan 
dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena 
kelalaiannya. Keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 
1244 dan 1245 KUHPerdata. 
b) Mengajukan bahwa si yang berpiutang (kreditur) sendiri 
juga telah lalai exceptio non adimpleti contractus, Dengan 
pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut 
membayar ganti rugi itu mengajukan didepan hakim bahwa 
kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap 
perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas kedua 
pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya masing-
masing. 
c) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya 
untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau 
rechtsverwerking). Alasan ketiga yang dapat membebaskan 
si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti 
kerugian dan memberikan alasan untuk menolak 
pembatalan perjanjian adalah yang dinamakan pelepasan 
hak atau rechtsverwerking pada pihak kreditur, dengan ini 
dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak 
debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak 
akan menuntut ganti rugi, misalnya si pembeli meskipun 
                                                             




barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau 
mengandung cacat tersembunyi tidak menegur si penjual 
atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu 
dipakainya, atau dipesan kembali, dari sikap tersebut dapat 
disimpulkan bahwa barang tersebut sudah memuaskan si 
pembeli. Jika kemudian ia menuntut ganti rugi atau 
pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah 
selayaknya tidak diterima oleh hakim. 
2. Keadaan Memaksa 
Seorang debitur yang dituduh lalai dalam melaksanakan 
suatu perjanjian dan dimintakan untuk diberikan hukuman atas 
kelalaiannya dapat melakukan suatu pembelaan bahwa dirinya 
dalam keadaan memaksa atau force majeure. Pengertian secara 
jelas mengenai keadaan memaksa (force majeure) tidak 
dituangkan secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata namun ketentuan mengenai keadaan memaksa (force 
majeure) dapat kita lihat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 
KUHPerdata. 
Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan Debitur harus dihukum 
mengganti biaya, kerugian dan bunga bila tidak dapat 
membuktikan bahwa untuk dilaksanakannya perikatan itu atau 
tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu 
disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad 
buruk padanya. Selanjutnya Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila 
karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara 
kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang 




terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk force majeure ini, 
yaitu:43 
a) Tidak memenuhi prestasi; 
b) Ada sebab yang terletak diluar kesalahan yang 
bersangkutan, dan 
c) Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepada yang 
bersangkutan. 
Dari perumusan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, dapat 
dikatakan bahwa kedua pasal tersebut mengatur suatu hal yang 
sama, yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti 
kerugian, karena sutau kejadian yang dinamakan keadaan 
memaksa. Hanya saja Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan 
kejadian yang dimaksud tersebut dengan nama keadaan 
memaksa, namun bila ditilik dari perumusannya (redaksinya), 
dapat dikatakan bahwa Pasal 1244 KUHPerdata lebih baik, karena 
lebih tepat menunjukkan keadaan memaksa itu sebagai suatu 
pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang 
mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur, yaitu 
beban untuk membuktikan adanya peristiwa yang dinamakan 
dengan keadaan memaksa itu. 
Debitur diwajibkan untuk membuktikan tentang terjadinya 
hal yang tak dapat terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya, yang menyebabkan perjanjian tidak dapat 
dilaksanakan, dari pasal-pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan 
bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, 
tak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 
debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat 
menepati janjinya.44 Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur 
berusaha menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang 
dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat 
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diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 
keadaan atau suatu peristiwa yang timbul diluar keadaan tadi.45 
Ketentuan ini memberikan keringanan bagi debitur untuk 
untuk tidak melakukan pengantian biaya, kerugian dan bunga 
kepada kreditor, atas suatu keadaan yang terjadi diluar 
kesalahannya secara kebetulan dan tidak dapat diduga 
sebelumnya. Sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari 
gugatan kreditor, maka dalil adanya keadaan memaksa atau force 
majeure harus memenuhi syarat bahwa:46 
a) Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah; 
b) Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar 
kesalahan debitur; dan 
c) Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi 
tersebut bukan merupakan resiko debitur. 
Selain itu, dalam suatu force majeure harus dapat dibuktikan oleh 
pihak yang bersangkutan, mengenai:47 
a) Bahwa ia tidak bersalah; 
b) Bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya 
dengan jalan lain sekalipun; 
c) Ia tidak menanggung resiko. 
Maka dari ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
keadaan memaksa (force majeure) merupakan suatu keadaan 
yang tidak terduga, tidak disengaja terjadi diluar kesalahan dari 
debitur tanpa adanya itikad buruk dan dalam membuktikan dirinya 
dalam keadaan memaksa merupakan kewajiban dari debitur 
tersebut. 
Klausa force majeure dalam suatu kontrak ditujukan untuk 
mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu 
perjanjian karena act of God, seperti kebakaran, banjir gempa, 
hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), 
pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, 
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invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, 
terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan 
perburuhan, mogok dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.48 
Masalah mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan yang 
bagaimana yang dapat menimbulkan keadaan memaksa, telah 
menimbulkan beberapa ajaran tentang force majeure. Ajaran 
mengenai keadaan memaksa (force majeure) sudah dikenal dalam 
Hukum Romawi yang berkembang dari janji pada perikatan untuk 
memberikan suatu benda tersebut. Dalam hal benda tesebut 
musnah karena adanya keadaan memaksa maka tidak hanya 
kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatannya 
menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak 
mungkin lagi. Dulu hanya dikenal pikiran tentang keadaan 
memaksa yang objektif, namun berkembang yang dalam garis 
besarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 
a) Teori Force Majeure yang Objektif, menurut ajaran ini 
debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan 
memaksa atau force majeure, kalau setiap orang dalam 
kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi 
(sebagaimana mestinya).49 Ajaran ini menekankan pada 
ketidakmungkinan atau adanya unsur impossible dalam 
pemenuhan prestasi oleh setiap orang. Dalam ajaran ini 
pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau 
kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian 
siapapun tidak dapat memenuhi prestasi. Juga jika barang 
musnah atau hilang diluar perdagangan dianggap sebagai 
keadaan memaksa. Dalam Pasal 1444 KUHPerdata, 
disebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan 
persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau 
hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui 
apakah barang itu masih ada, maka hapuslah 
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perikataannya asal barang itu musnah atau hilang diluar 
salahnya si berutang dan sebelum ia lalai 
menyerahkannya.50 
b) Teori Force Majeure yang Subyektif, berbeda dari keadaan 
terpaksa obyektif atau mutlak, keadaan terpaksa yang 
yang bersifat subyektif atau relatif, sebenarnya masih ada 
kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian 
tersebut tetapi karena suatu keadaan menyebabkan 
penyerahan tersebut terhambat, misalnya barang yang 
seharusnya diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan 
satu-satunya yang dapat dilalui untuk mengantar barang 
tersebut tertutup longsor sehingga prestasi itu sebenarnya 
masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut sudah tidak tertutup 
tanah longsor lagi.51 Menurut ajaran keadaan memaksa 
subyektif (relatif) keadaan memaksa itu ada, apabila 
debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi 
praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar 
(ada unsur diffikultas), sehingga dalam keadaan yang 
demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan 
prestasi.52 Selain itu, kedaan memaksa yang bersifat relatif 
dapat juga terjadi jika pemenuhan prestasi tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya kerugian yang cukup besar bagi 
debitur jika prestasi tersebut terpenuhi.53 Kriteria lain dalam 
hukum perjanjian, adanya suatu teori terhadap terjadinya 
force majeure terhadap perjanjian, diantaranya:54 
1) Teori Ketidakmungkinan (impossibility), Ketidakmungkinan 
pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana 
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seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya 
karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya 
kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah 
tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada 
pihak pembeli. 
2) Teori Kesulitan (difficulty). Maksudnya adalah terjadinya 
peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa 
tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa 
tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih 
mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis 
terjadi sedemikian rupa, sehingga kalaupun dilaksanakan 
prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan 
pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau 
pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan 
ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak 
sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada kesulitan 
pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin 
dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus 
dipaksakan. 
Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure), Terjadinya 
keadaan memaksa (force majeure) oleh debitur mengakibatkan 
tidak dapat terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan 
sebelumnya oleh para pihak. Adanya akibat yang timbul dari 
keadaan memaksa bagi perjanjian dan para pihak, diantaranya:55 
a) Debitur tidak perlu membayar ganti kerugian (Pasal 
1244 KUHPerdata); 
b) Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan 
memaksa sementara atau relatif; 
c) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, 
tetapi sekaligus demi hukum bebas dari 
kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, 
                                                             




kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 
KUHPerdata. 
F. Kajian Umum Terkait Kebijakan Kredit Selama Masa Pandemi 
Covid-19 
Dalam urusan industri perbankan syariah, kemunculan perbankan 
syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat Indonesia 
yang ingin melakukan transaksi keuangan mereka sesuai syariah. 
Akan tetapi, dibalik dahsyatnya pertumbuhan perbankan syariah di 
2019. Pertumbuhan perbankan syariah diyakini akan mengalami 
kendala penurunan di 2020 disebabkan penyebaran virus corona ini 
sudah mulai merata di penjuru negri. Beberapa kota besar khususnya 
telah memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) 
untuk mengurangi penyebaran virus ini. Dampaknya, banyak sekali 
kantor, toko dan pabrik yang harus memberlakukan pekerjaan dari 
rumah atau berhenti beroperasi sementara waktu. 
Guna mendukung pemerintah pusat, OJK juga menerbitkan POJK 
No. 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah 
perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya yaitu 
kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah 
yang terkena dampak penyebaran virus corona, khususnya nasabah 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ataupun non-UMKM yang 
memiliki pembiayaan dibawah Rp 10 miliar tergantung kebijakan dari 
masing-masing bank syariah. 
Sebelum adanya penyebaran virus corona di Indonesia, 
perbankan syariah diharapkan tetap mencatatkan rekor 
pertumbuhan. Akan tetapi, saat ini perbankan syariah harus mulai 
merevisi kembali target pertumbuhan mereka disebabkan dampak 
dari penyebaran Covid-19. Perbankan syariah juga diharapkan 
mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya 
seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan, 
ataupun memberikan masa tenggang 3-6 bulan kedepan. Sehingga 




kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dari krisis 
perekenomian. 
Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, 
yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, 
yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi 
kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem 
keuangan negara.  
 
1. Landasan Hukum dan Peraturan Perundangan Terkait 
Lembaga Keuangan Selama Pandemi Covid 19 
Sejumlah regulasi yang menjadi landasan pemerintah baik 
pusat maupun daerah terkait lembaga keuangan selama 
penanganan pandemi Covid-19 diantaranya: 
a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik 
Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 (sekarang 
menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2020) tentang 
kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan 
untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam 
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem 
keuangan. 
b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan 
dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun 
anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19. 
c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 




d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/05/PBI/2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka 
Pendek bagi Bank Umum Konvensional, berlaku 30 April 
2020 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 
22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan 
Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, 
berlaku 30 April 2020. 
e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik 
Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus 
perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical 
dampak penyebaran coronavirus disease 2019 
f) POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 
2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. 
g) POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis 









































Debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan 
sebagai akibat lemahnya dalam menseleksi, sudah pasti hal tersebut juga dapat 
merugikan pihak PT. Primaland. Dalam permasalahan tersebut dapat 
dimungkinkan debitor dalam posisi pihak yang selalu mengalah karena tidak 
adanya bentuk perlindungan hukum lainnya selain hanya berdasarkan perjanjian 
yang dibuat tersebut, dimana setiap permasalahan yang terjadi antara kedua 
belah pihak seharusnya diselesaikan juga secara syariah 
Rumusаn Mаsаlаh 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembeli perumahan 
syariah selaku debitor PT. Primaland yang mengalami keterlambatan 
pembayaran angsuran di masa pandemi covid-19? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar ketentuan hukum syariah yang 




1. Jual Beli Dalam Hukum Islam dan KUHPerdata 
2. Jual Beli Rumah Dengan Sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
3. Lembaga Pembiayaan Syariah 
4. Wanprestasi dan Keadaan Memaksa 
5. Kebijakan Kredit Selama Masa Pandemi Covid-19 
Kerangka Teoritik 
1. Teori Perlindungan Hukum 
2. Teori Efektivitas Hukum 










(1) bahwa mengenai perlindungan hukum yang diperoleh pembeli perumahan berbasis 
syariah sebenarnya belum maksimal, dikarenakan beberapa ketentuan dirasa kurang 
melindungi pembeli si pembeli masih sanggup untuk melunasi namun membutuhkan 
waktu lebih maka akan ditawarkan solusi mundur tenor atau restructure dalam jadwal 
pembayaran serta jumlah pembayaran, tetapi apabila dirasa tidak dapat menyelesaikan 
pembayaran sama sekali maka pihak developer akan mengusulkan menjual 













1.8. Metode Penelitian 
1.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang digunakan di penelitian ini yakni 
penelitian yuridis empiris56 yang menggunakan fakta empiris yang 
ada di dalam perusahaan developer syariah PT. Primaland dengan 
cara mengkaji mengenai sistem dalam memilih pembeli, akad yang 
digunakan dalam perjanjian jual beli secara syariah, dan cara 
mengatasi apabila terjadi wanprestasi diantara keduabelah pihak 
terutama pada saat masa pandemic covid-19, karena dalam 
perjanjian jual beli dengan cara kredit yang menggunakan sistem 
syariah tersebut murni perjanjian hanya antara keduabelah pihak saja 
dan tanpa adanya campur tangan dari pihak perbankan konvensional 
maupun perbankan syariah, sehingga dapat diketahui apakah debitor 
terlindungi haknya dalam sistem tersebut. 
 
1.2 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian di dalam penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis adalah 
Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial 
                                                             




(2) upaya yang dilakukan oleh pihak developer itu sendiri terbagi atas, pihak developer 
menjelaskan secara detail mengenai akad istishna diawal dengan detail, lalu diusulkan 
solusi mundur tenor/ restructure dalam jadwal pembayaran serta jumlah pembayaran 





yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.57 
Peneliti akan fokus pada sistem perlindungan hukum bagi debitor 
yang terkena dampak ekonomi selama masa pandemi covid-19 yang 
mengakibatkan terjadinya wanprestasi diantara keduabelah pihak 
yang mana dalam perjanjian jual belinya menggunakan hukum 
perdata dan hanya ada dua pihak saja, yang kemudian perjanjian 
tersebut dibungkus dengan tema syariah, sehingga dalam 
penyelesaian saat terjadi permasalahan harus menggunakan 
ketentuan syariah, dan untuk menjalankan ketentuan syariah 
tersebut seharusnya tetap diperlukan campur tangan dari pihak 
ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Pendekatan perundang-
undangan akan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan 
seperti KUHPerdata, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan OJK, 
Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), terutama peraturan dan 
kebijakan-kebijakan yang dibuat selama masa pandemi covid-19, 
serta berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian penulis 
yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum syariah oleh 
developer PT. Primaland. 
 
1.3 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat di kantor PT. Primaland yang berlokasi 
di Kota Malang, Jl. Arkodion Utara Ruko De Prima Tunggulwulung 
Kav. 01 , Call Center : 08113755555, 08113766666, 08113788888, 
08113799999 dimana termasuk salah satu perusahaan properti yang 
menggunakan sistem pemasaran syariah tanpa adanya campur 
tangan dari pihak ketiga baik lembaga pembiayaan konvensional 
maupun lembaga pembiayaan syariah. 
 
1.4 Alasan Pemilihan Lokasi 
Pada penelitian ini penulis memilih PT. Primaland sebagai lokasi 
penelitian, dikarenakan PT. Primaland sebagai salah satu developer 
perumahan yang menerapkan prinsip 100% syariah dengan tanpa 
                                                             




adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam hal ini yaitu pihak 
lembaga pembiayaan baik konvensional Maupun lembaga 
pembiayaan syariah dalam pemasarannya, pada masa pandemi 
covid-19 saat ini banyak debitor PT.Primaland yang mengalami 
keterlambatan dalam membayar angsuran rumah sebagai akibat dari 
masa pandemi covid-19 tersebut yang berdampak juga terhadap 
pendapatan ekonomi setiap orang khususnya debitor PT.Primaland, 
sehingga penulis tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut sehingga 
bisa mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan dalam penulisan ini. 
 
1.5 Jenis Data Dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data 
primer dan data sekunder. 
a) Data Primer 
Data primer yang digunakan berasal dari fakta empiris yang 
diperoleh langsung dari data di lapangan yang berasal dari 
observasi langsung dengan bagian pemasaran dan bagian legal 
PT. Primaland yaitu Yanuar Risyahwan, terkait dengan 
pelaksanaan akadnya dan debitor yang mengalami 
keterlambatan pembayaran selama masa pandemi covid-19 yang 
nantinya informasi yang didapat diolah kembali guna menjawab 
permasalahan yang ada. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini dipelajari dan dikaji dari 
bahan-bahan kepustakaan yang berupa semua peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, seperti 
KUHPerdata, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan 
OJK (POJK), Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 




pandemi covid-19 yang terkait dengan permasalahan dalam 
penelitian ini. 
 
1.6 Teknik Pengambilan Data 
a) Data Primer 
Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan 
wawancara langsung dengan pihak PT. Primaland bagian legal 
property syariah dan debitor PT. Primaland yang mengalami 
keterlambatan pembayaran angsuran selama masa pandemi 
covid-19, yang nantinya penulis akan memberikan bermacam 
pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang terkait dan hasil 
dari wawancara tersebut akan diolah dan dikembangkan untuk 
menyusun jawaban dalam penelitian ini. 
b) Data Sekunder 
1) Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelaahan 
akan literatur yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya, Perpustakaan 
Pusat Universitas Brawijaya, peraturan perundang-undangan 
terkait seperti KUHPerdata, Undang-undang Nomor 10 tahun 
1998 tentang perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia 
(PBI), Peraturan OJK (POJK), Fatwa-fatwa yang dikeluarkan 
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan peraturan serta 
kebijakan yang dibuat selama masa pendemi covid-19 yang 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
2) Studi Dokumen dan Internet 
Studi dokumen didapat dari pengumpulan data lapangan yang 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta 
arsip-arsip terkait pada permasalahan yang terjadi antara 




Studi internet dilakukan dengan mengutip dan mengumpulkan 
artikel ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan. 
1.7 Populasi Dan Sampel 
a) Populasi 
Populasi dalam penelitian ini merupakan pihak yang dijadikan 
sebagai objek dalam kegiatan penelitian tertentu. Dengan 
menggunakan populasi terbatas maka sumber data akan jelas 
memiliki batasannya yaitu bagian legal PT. Primaland dan beberpa 
debitor yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran 
selama masa pandemi covid-19. 
b) Sampel 
Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi dan dalam 
penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu proses guna menentukan sampel agar menjawab 
permasalahan yang muncul dengan cara pengambilan sampel dari 
bagian legal PT. Primaland dan beberapa debitor yang mengalami 
keterlambatan pembayaran angsuran selama masa pandemi covid-
19 melalui wawancara langsung yang mana berada pada kondisi 
yang kurang lebih sama dengan jumlah 10 orang namun data 
tidak dapat ditampilkan secara rinci dikarenakan kerahasiaan 
identitas. 
1.8 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang mudah untuk dibaca serta diinterpretasikan yang dalam 
penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, 
dimana peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di 
lapangan (baik berupa hasil wawancara serta pengamatan) kemudian 
dilakukan analisa guna memberikan jawaban atas permasalahan yang 
terdapat dalam penelitian ini hingga menghasilkan suatu kesimpulan 
dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode 
analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 




milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, 
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 
apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain.58 
 
1.9 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Dalam bab ini membahas mengenai uraian latar belakang masalah; 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan, Metode penelitian memuat jenis penelitian 
yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan 
hukum, teknik memperoleh bahan hukum, definisi operasional, serta 
sitematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam 
melaksanakan penelitiannya. 
 
BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 
Dalam bab ini memuat mengenai uraian yang sistematis dan logis 
meliputi tinjauan umum terkait kredit pemilikan rumah tanpa bank 
dan akad jual beli yang diterapkan secara syariah serta teori-teori 
hukum yang meliputi teori keadilan,teori kepastian hukum, teori 
kemanfaatan serta teori-teori lain yang relevan dengan masalah atau 
isu hukum yang akan dibahas. Dalam kajian pustaka ini diuraikan 
perkembangan pemikiran dan hasil penelitian terkait dengan masalah 
yang diangkat sehingga dapat dikaji dengan baik dalam penulisan 
tesis ini. 
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti 
dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipakai guna 
memberikan jawaban dari permasalahan yang dibahas oleh penulis 
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BAB IV: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau 
pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab suatu masalah 
atau isu hukum yang diangkat. Disamping itu, di dalam bab ini pula 
juga harus memuat saran dan masukan - masukan yang memberikan 
rekomendasi dari penulis baik itu untuk kepentingan teoritis, praktis, 












2.1. Teori Perlindungan Hukum 
Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula 
dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum 
alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 
(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 
menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat 
universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh 
dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan 
moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.59 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 
hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 
yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku 
antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.60  
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 
berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-
kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. 
Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI 
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 
yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, 
peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup 
masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, 
keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam 
pengadilan, atau vonis.61 
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Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang 
dinyatakan oleh Dr.ONotohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan 
peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat 
memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta 
antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan 
daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat.62 
Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan 
Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan 
pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian 
perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara 
sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang 
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada 
sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.63 
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum 
Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua 
sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman 
(sanction).64 Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah 
adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, 
kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa 
diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud 
dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, 
Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) 
yaitu menegakkan peraturan. 
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Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai 
berikut:65 
a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk: 
 Memberikan hak dan kewajiban 
 Menjamin hak-hak para subyek hukum 
b. Menegakkan peraturan Melalui: 
 Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan 
perizinan dan pengawasan. 
 Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi 
setiap pelanggaran terhadap   peraturan    perundang-
undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum 
berupa sansksi pidana dan hukuman. 
 Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak 
dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 
Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat 
dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana 
perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua 
macam yaitu sebagai berikut:66 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan 
hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum 
yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 
Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 
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tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia karena menurut sejarah dari barat, Dikaitkan dengan 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 
dengan tujuan dari negara hukum. 
 
2.2 Teori Efektifitas Hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif ialah sesuatu yang 
terdapat efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya 
berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan67. Kamus ilmiah populer 
mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ketepatan penggunaaan, hasil 
guna/menunjang tujuan. Efektivitas itu sendiri ialah keadaan dimana dia 
diperankan untuk memantau. Jika dipandang dari hukum, “dia” yang 
memantau merupakan pihak yang berwenang. 
Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengukur ketaatan terkait 
dengan hukum secara umum antara lain: 
a. Relevansi antara aturan hukum secara umum dengan kebutuhan 
hukum yang berasal dari orang-orang yang menjadi target aturan 
hukum sifatnya umum itu, 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga dapat 
dipahami dengan mudah oleh target yang diberlakukannya aturan 
hukum, 
c. Sosialisasi yang optimal guna seluruh target aturan hukum itu, 
d. Jika hukum yang dimaksud ialah perundang-undangan, maka 
sebaiknya aturannya bersifat melarang, jangan bersifat 
mengharuskan, dikarenakan hukum yang sifatnya melarang 
(prohibitur) lebih gampang untuk dilaksanakan daripada hukum yang 
bersifat mengharuskan (mandatur), 
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum tersebut harus dipadankan 
juga dengan sifatnya aturan hukum yang juga dilanggar tersebut, 
                                                             




f. Berat ringannya dari sanksi yang diancam di dalam aturan hukum 
haruslah sifatnya proporsional serta memungkinkan agar 
dilaksanakan, 
g. Kemungkinan guna penegak hukum untuk memproses apabila 
terdapat suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum tersebut, 
ialah memang memungkinkan dikarenakan tindakan yang diatur serta 
diancam sanksi, berupa tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, 
olehnya sebab itu memungkinan untuk diproses di dalam setiap 
tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman), 
h. Aturan hukum yang berisi norma moral berbentuk larangan, relatif 
bisa lebih efektif daripada aturan hukum yang bertentangan dengan 
nilai moral yang dipercayai oleh orang-orang yang menjadi sasaran 
diberlakukannya aturan tersebut, 
i. Efektif / tidak efektifnya sebuah aturan hukum secara umum juga 
tergantung di optimal dan profesional tidaknya aparat penegak 
hukum guna menegakkan aturan hukum tersebut, 
j. Efektif / tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga 
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang sifatnya 
minimal di dalam masyarakat68. 
Beberapa pendapat mengemukakan mengenai teori efektivitas, 
seperti yang dikemukakan oleh Anthoni Allot yang berbunyi,  
“hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan 
penerapan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak 
diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif 
secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat 
diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi 
pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk 
melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang 
berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya69.”  
Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh 
Clerence J. Dias yang mengatakan bahwa : 
“An effective legal system may be describe as one in which there 
exist a high degree of congruence between legal rule and human 
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conduct. Thus an a effective legal system will be characterized by 
minimal disparyti between the formal legal system and the 
operative legal system is secured by : 
1. The intelligibility of it legal system 
2. High level public knowledge of the conten of the legal rules 
3. Efficients and effective mobilization of legal rules 
a. A commited administration 
b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 
4. Dispute sattlement mechanisms that are both easily accesible to 
the public and effective in their resolution of disputes and 
5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of 
the legal rules and institutions70” 
Pendapat di atas dijelaskan Clerence J.Dias dalam Marcus Priyo 
sebagai berikut, dimana ada 5 syarat bagi efektif atau tidaknya satu 
sistem hukum : 
a. Mudah / tidaknya makna isi aturan-aturan tersebut ditangkap 
b. Luas / tidak kalangan dalam masyarakat yang memahami isi 
dari aturan-aturan yang bersangkutan 
c. Efisien serta efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 
dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadarkan 
melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian 
serta para warga masyarakat yang terlibat dan juga merasa 
harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum 
d. Adanya mekanisme masalah penyelesaian sengketa yang  harus 
mudah untuk dihubungi serta dimasukkan oleh setiap warga 
masyarakat tetapi juga harus cukup efektif guna menyelesaikan 
sengketa 
e. Adanya anggapan serta pengakuan yang cukup merata di 
dalam kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa 
aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang 
sesungguhnya berdaya mampu yang efektif. 
Marcus Priyo Guntarto juga mengemukakan tentang keberlakuan 
hukum dapat efektif apabila : 
a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang sudah 
menjadi target 
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b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum sehingga dapat 
dipahami oleh orang-orang yang merupakan target hukum 
c. Sosialisasi yang optimal kepada semua masyarakat yang 
menjadi target hukum 
d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang bukan bersifat 
mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah 
dilaksanakan daripada hukum mandatur 
e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus 
dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu 
sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak 
tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan71. 
Bustanul Arifin mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan 
hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, 
yaitu : 
a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat 
diandalkan 
b. Peraturan hukum yang jelas sistematis 
c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi72 
Lawrence M. Friedman menjelaskan 3 unsur yang wajib diperhatikan 
untuk penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut yakni : 
a. Struktur  
Para penegak hukum yang merupakan pihak-pihak yang 
berkecimpung langsung dalam bidang penegakan hukum 
terkait. 
b. Substansi 
Merupakan isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. 
c. Kultur 
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Berupa sikap masyarakat hukum mengenai keselarasan antara 
kesadaran masyarakat akan mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Apabila masyarakat tidak mau 
memenuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi 
faktor penghambat utama dalam menegakan peraturan yang 
ada. 
2.3 Teori Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang 
berasal dari bahasa Belanda yakni overeenkomst. Menurut Subekti 
“Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu 
setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua 
perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.73 
Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang 
menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di 
mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 
atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui 
karena mengandung beberapa kelemahan. Menurut Abdulkadir 
Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata mengandung 
kelemahan karena:74 
1) Hanya menyangkut sepihak saja 
Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata 
“mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua 
belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat 
adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian 
timbal balik. 
2) Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus 
Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan 
tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak 
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mengandung consensus. Seharusnya digunakan kata 
persetujuan. 
3) Pengertian perjanjian terlalu luas 
Luas lingkupnya juga mencangkup mengenai urusan janji kawin 
yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya 
yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam 
lapangan harta kekayaan. Perjanjian dimaksudkan di dalam 
Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanijan yang berakibat di 
dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar 
lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian 
yang dimaksudkan. 
4) Tanpa menyebutkan tujuan 
Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan 
dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang 
mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa 
diadakan perjanjian. 
Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. 
Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu 
luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga 
perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang 
dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”.75 
2. Unsur-unsur Perjanjian 
Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang 
dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum 
atau tidak. Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan 
dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu 
perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan 
perikatan yang menimbulkan hubungan hubungan hukum di antara 
para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas 
dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, 
sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi 
                                                             




tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak 
secara timbal balik.76 
Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur–unsur perjanjian 
menurut Herlien Budiono terdiri atas;77 
1) Kata sepakat dari dua pihak; 
2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para 
pihak; 
3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat 
hukum; 
4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas 
beban yang lain atau timbal balik; 
5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3. Jenis-jenis Perjanjian 
Muhammad Syaifuddin membagi bentuk perjanjian berdasarkan 
beberapa hal yakni:78 
1) Berdasarkan proses terjadinya/ terbentuknya, Perjanjian 
menurut proses terjadinya atau terbentuknya dapat dibedakan 
menjadi tiga jenis yakni: 
a) Perjanjian Konsensual Perjanjian yang dianggap sah jika 
telah terjadi sepakat antara pihak yang membuatnya. 
b) Perjanjian Riil, Perjanjian yang selain terdapat kata 
sepakat, juga harus disertai dengan suatu penyerahan 
barang. 
c) Perjanjian Formil, Perjanjian yang selain terdapat kata 
sepakat, tapi juga memiliki bentuk yang ditetapkan oleh 
undang-undang. 
                                                             
76 Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 
Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), 
Hal.3 
77 Ibid, Hal.5 
78Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif 
Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar 




2) Berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, Perjanjian berdasarkan 
sifat dan akibat hukum yang ditimbulkannya terdiri dari lima 
jenis yaitu; 
a) Perjanjian di bidang hukum keluarga, Perkawinan yang 
merupakan perjanjian sui generis yang didasarkan atas 
persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung 
beberapa aspek, yaitu persetujuan untuk menikah adalah 
perbuatan hukum, hubungan hukum yang timbul di antara 
para pihak, peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur 
dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dan 
terikatnya para pihak selama dalam ikatan perkawinan. 
b) Perjanjian kebendaan, Perjanjian yang dibuat dengan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan, timbul 
karena kesepakatan antara dua belah pihak dan ditujukan 
untuk menimbulkan, beralih, berubah, berakhirnya suatu 
hak kebendaan, khususnya benda tetap, dan dibuat dalam 
bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. 
c) Perjanjian obligatoir, Perjanjian yang timbul karena 
kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih dengan tujuan 
timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu 
atas beban yang lain atau timbal balik. 
d) Perjanjian mengenai pembuktian, Perjanjian yang timbul 
karena kesepakatan dari para pihak dengan tujuan 
membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian 
atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian, 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, 
ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Para pihak 
dapat menyepakati suatu klausula dalam perjanjian bahwa 
mereka hanya menggunakan satu alat bukti atau 
menyerahkan beban pembuktian pada salah satu pihak, 
apabila suatu saat perlu adanya pembuktian. 
e) Perjanjian bersifat kepublikan, Perjanjian yang timbul dari 




belah pihak adalah badan hukum publik yang berwenang 
membuat perjanjian di bidang hukum privat dan 
melaksanakan semua hak dan kewenangan yang 
dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang. 
3) Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak yang 
membuatnya, Perjanjian menurut hak yang kewajiban dari para 
pihak yang membuatnya terdiri dari dua jenis yaitu; 
a) Perjanjian timbal balik, Perjanjian yang dibuat dengan 
meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang 
membuat perjanjian. 
b) Perjanjian sepihak, Perjanjian yang dibuat dengan 
meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. 
4) Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat pengaturan 
hukumnya, Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat 
pengaturan hukumnya terdiri dari dua jenis yaitu; 
a) Perjanjian bernama (benoemde contract atau nominaat 
contract), Perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang 
telah diatur secara khusus dalam KUH-Perdata Bab V 
sampai dengan Bab XVIII. 
b) Perjanjian tidak bernama (innominaat contract), Perjanjian 
yang tidak diatur secara khusus dalam KUH-Perdata tetapi 
timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH-Perdata. 
Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang 
membuatnya. Perjanjian tidak bernama berdasarkan aspek 
pengaturan hukumnya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu; 
i. Perjanjian tidak bernama yang diatur secara khusus 
dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan 
diatur dalam pasal-pasal tersendiri. 





iii. Perjanjian tidak bernama yang belum diatur atau 
belum ada undang-undang yang mengaturnya. 
5) Perjanjian menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan 
adanya prestasi pada satu atau lebih pihak lainnya. Perjanjian 
jenis ini didasarkan pada adanya prestasi atau timbulnya 
keuntungan, perjanjian ini dibedakan menjadi dua yaitu; 
a) Perjanjian dengan cuma-Cuma, Perjanjian berdasarkan 
Pasal 1314 kalimat pertama KUH-Perdata yang menyatakan 
“suatu persetujuan adalah mana pihak yang satu 
memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa 
menerima suatu manfaat bagi dirinya”. 
b) Perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban berdasarkan 
Pasal 1314 kalimat kedua KUH-Perdata yaitu “Suatu 
persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 
sesuatu”. 
6) Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya, berarti jenis-
jenis perjanjian yang eksistensinya bersifat mandiri atau tidak 
mandiri dan fungsinya pokok atau tambahan/bantuan. 
Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu; 
a) Perjanjian pokok, Perjanjian yang eksistensi bersifat 
mandiri atau mempunyai eksistensi mandiri bagi perjanjian 
itu sendiri. 
b) Perjanjian bantuan/tambahan, Perjanjian yang 
eksistensinya tidak mandiri atau perjanjian yang tidak 
mempunyai kemandirian untuk eksistensinya perjanjian itu 
sendiri, melainkan tergantung pada perjanjian pokoknya, 
yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan 
diri pada perjanjian pokok tersebut. Fungsi untuk 
menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah atau 
menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan 




7) Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan 
prestasinya. Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian 
pelaksanaan prestasinya didasarkan pada syarat yang dapat 
ditentukan atau tidak ditentukan untuk berlakunya perjanjian. 
Perjanjian jenis ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 
a) Perjanjian dengan imbalan/penggantian Perjanjian yang 
prestasinya tidak ada hubungan dengan peristiwa 
kebetulan atau kejadian yang tidak terduga. 
b) Perjanjian untung-untungan. Perjanjian yang prestasinya 
digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. 
Diatur dalam Pasal 1774 KUH-Perdata yang menyatakan 
bahwa Persejuan untung-untungan adalah suatu perbuatan 
yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua 
pihak maupun sebagian pihak, bergantung pada suatu 
kejadian yang belum tentu. 
4. Syarat Sahnya Perjanjian 
Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum 
haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni; 
1) Kata sepakat 
Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan 
(Pasal 1321 KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan 
maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari 
perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus 
disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu. 
Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara 
pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, 
jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-
orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum 




KUH-Perdata). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak 
mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang 
timbul dari perjanjian tersebut. 
3) Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok 
perikatan/ prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok 
prestasi. Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian 
haruslah tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbul, 
berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud 
bisa berupa tindakan yang mewajibkan kepada para pihak untuk 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. 
Kewajiban tersebut harus dapat ditentukan. Ketentuan Pasal 
1332 KUH-Perdata menyebutkan “hanya barang yang dapat 
diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.” Arti dari 
ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai obyek 
perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai 
ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah 
ditentukan nilainya. 
Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa pula bukan 
barang, seperti pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang 
dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 
1332 KUH-Perdata). Barang-barang yang dalam prakteknya bisa 
diperjualbelikan dan dapat dinilai secara ekonomis. 
4) Suatu sebab yang halal 
Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu 
sebab yang halal atau kausa yang halal. Kententuan Pasal 1335 
KUH-Perdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab 
atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, 
tidak mempunyai kekuatan”. Arti dari pasal ini adalah perjanjian 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
3.1.1 Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang 
Meningkatnya kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal cukup 
tinggi di Kota Malang khususnya, dengan luas wilayah yang tetap, yakni 
110,06 kilometer persegi (km2) dengan jumlah penduduk di tahun 2020 
yaitu 856.410 jiwa, belum termasuk mahasiswa dari luar kota yang 
diperkirakan 1 juta jiwa lebih dan pasti bertambah di setiap tahunnya. 
Sehingga kebutuhan akan rumah tinggal, rumah kontrakan serta kos-kosan 
cukup tinggi. Melihat peluang bisnis yang cerah dan menjanjikan tersebut 
oleh sebab itu PT. Primaland hadir untuk menggapai peluang bisnis ini. 
PT. Primaland adalah perusahaan yang jujur, amanah, dan pekerja 
keras selama 5 (lima) tahun berdiri dan sudah berhasil memiliki omset 50 
milyar rupiah. PT. Primaland salah satu bisnis property yang terbukti 
merupakan bisnis yang aman dan menjanjikan.79 Primaland dirintis pada 
tahun 2008, berawal dari usaha mengelola dan memasarkan beberapa unit 
rumah dan ruko. Beberapa proyek yang dikerjakan oleh Primaland antara 
lain 11 (sebelas) unit rumah kos dan 6 (enam) unit rumah di jalan Sigura-
gura Malang, perumahan Mondoroko Indah Inside, Simpang Borobudur, 
dan lain-lain.80 
Tidak sampai berhenti di situ saja, PT. Primaland berinovasi, melihat 
cukup tingginya permintaan pasar akan hunian yang islami tanpa bank, 
tanpa riba maka PT. Primaland mengembangkan hunian yang berkonsep 
100% murni syariah yaitu De Prima Tunggulwulung. Mulai tahun 2016, 
Primaland membangun De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Pertama di 
Kota Malang. Primaland sebagai developer Hunian Islami berkomitmen 
untuk mengembangkan Hunian Islami yang berkualitas dengan lingkungan 
yang kondusif dan cara pembayaran yang syar’i.81 Saat ini PT. Primaland 
berhasil mengelola beberapa proyek property di beberapa titik kabupaten 
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malang dan kota malang. Proyek tersebut diantaranya Perumahan 
Mondoroko Inside, Simpang Borobudur, Madina Ressidance, Myrra 
Ressidance, Azzahra Ressidance dan saat ini sedang berupaya 
merealisasikan proyek selanjutnya berupa apartemen berkonsep islami 
bernama Prima Tower. 
PT. Primaland dan Prima Group merupakan perusahaan yang 
mempunyai komitmen tinggi untuk menjadi perusahaan islami. Komitmen 
ini terlihat dari berbagai aspek, mulai dari cita-cita perusahaan sampai 
budaya kerja. Kalimat yang menjadi tagline perusahaan yaitu “We Build 
Islamic Land”, tagline tersebut cerminan cita dan tujuan perusahaan, yaitu 
membangun peradaban Islam. Komitmen keIslaman juga terlihat dari cita 
perusahaan, baik Prima Group ataupun Primaland, yang tertuang secara 
normative dalam visi, misi, dan tujuan perusahaan. 
Visi dan Misi De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang; 
 Visinya 
Menjadi developer Islami terbesar di Indonesia. 
 Misinya 
- Menjadi developer yang amanah. 
- Membentuk kawasan hunian Islami. 
- Memberikan manfaat dunia dan ahirat. 
- Melahirkan pemimpin umat dari masjid.  
Sebagai wujud komitmen budaya perusahaan Islami, Prima Group 
berusaha untuk membangun budaya Islami dalam aktifitas kerja karyawan. 
Pembangunan budaya tersebut tertuang dalam tata tertib perusahaan 
seperti; Kewajiban melaksanakan doa pagi, mengaji dan morning briefing, 
serta ketentuan bahwa 10 menit sebelum Adzan terdengar maka segala 
aktifitas harus dihentikan dan seluruh karyawan laki-laki wajib Sholat 
berjamaah di masjid terdekat. 
Sedangkan ketentuan berpakaian tertuang dalam tata tertib 
perusahaan dalam poin tata cara berpakaian. Pada poin tersebut bahwa 
setiap karyawan harus berpakaian rapi dan sopan, bagi perempuan 
menggunakan hijab syar’i, dan setiap hari juma’at para karyawan harus 




bukan hanya sebagai formalitas saja atau hanya tertuang dalam selembar 
kertas, namun benar-benar dilaksanakan dengan komitmen yang kuat. 
Budaya Islami yang dijalankan dengan komitmen yang kuat terlihat 
pada saat peneliti menyaksikan adanya pembeli yang datang namun 
bersamaan dengan kegiatan mengaji karyawan. Pada peristiwa tersebut, 
satpam perumahan segara menyampaikan bahwa para staff masih 
melaksanakan kegiatan mengaji, yang kemudian pembeli tersebut 
diberikan brosur serta dipersilahkan menunggu sampai jam 09.00, atau 
dipersilahkan untuk kembali lagi setelah jam 09.00 guna mendapatkan 
penjelasan lebih lanjut. 
Pada umumnya langkah tersebut mungkin saja tidak lazim dalam 
kegiatan bisnis apapun, karena adanya pembeli merupakan suatu hal yang 
dinantikan dalam bisnis khususnya jual beli, serta tidak boleh diabaikan 
karena berhubungan dengan pemasukan perusahaan. Namun di Primaland 
adanya pembeli tidak dapat mengalahkan prioritas mengaji, karena 
kegiatan mengaji adalah kegiatan wajib bagi semua karyawan, maka bagi 
karyawan yang belum bisa membaca Al-Qur’an disediakan fasilitas 
pengajaran baca Al-Qur’an dengan bekerjasama dengan yayasan Asy-
Syafaat. 
Pembangunan budaya yang Isalami yang dilakukan oleh karyawan 
Prima Group ini mulai dari mengaji, sholat jama’ah, serta pakaian ta’lim, 
selain guna membangun spiritualitas karyawan juga diharapkan menjadi 
pemicu dan inspirasi bagi warga perumahan. Dengan kata lain, kegiatan 
tersebut juga bertujuan sebagai saran dakwah bagi masyarakat perumahan 
yang diharapkan dapat mengikuti budaya tersebut. 
 
3.1.2 Developer Islami Tanpa Bank, Tanpa Denda, Tanpa Sita 
Terdapat sebuah buku yang disusun oleh Rendra M Syafa’at selaku 
Owner sekaligus sebagai komisaris Prima Group yang berjudul 
“Membangun peradaban dengan Hunian Islami” dan terdapat juga kalimat 
“Say no to Riba”. Buku ini berisi tentang gagasan, ide, dan pemikiran 
komisaris Prima Group tersebut mengenai bagaimana konsep perumahan 




buku ini juga berperan sebagai media keilmuan yang turut memberikan 
sumbangsih terhadap kajian mengenai konsep hunian Islami. 
Kalimat “Say no to Riba” sangat jelas mewakili penolakan manajemen 
Prima Group terhadap transaksi ribawi. Riba dalam bentuk apapun, 
menurut manajemen Primaland adalah praktek yang dilarang dalam ajaran 
agama Islam. Alasannya, bila kita menghindari riba secara tidak langsung 
kita juga menghindari maksiat kepada Allah. Adanya transaksi tanpa riba 
dalam kepemilikan rumah diharapkan akan memunculkan keberkahan 
dalam rumah tersebut. 
“Kalau awalnya saja sudah pakai Riba yang dilarang oleh Allah, 
maksiat pada Allah, maka besar kemungkinan keberkahan dalam 
kepemilikan rumah tersebut tidak akan tercapai, ungkap Rendara.”82 
Komitmen manajemen Primaland untuk menhindari riba tidak hanya 
diwujudkan dengan menghilangkan komponen bunga dalam pembayaran, 
lebih dari itu sebagai langkah kehati-hatian manajemen Primaland 
memutuskan untuk tidak menggunakan jasa bank, termasuk juga bank 
syari’ah. Selain tanpa riba, Primaland juga menerapkan kebijakan khusus 
dalam proses pembayaran angsuran dan penyelesaian wanprestasi oleh 
pembeli. Berbeda dengan pengembang pada umunya yang menetapkan 
denda atas keterlambatan pembayaran angsuran, Primaland sendiri tidak 
mengenakan denda apapun bila pembeli mengalami keterlambatan 
pembayaran angsuran pembelian rumah. Yanuar Risyahwan sebagai staff 
Legal mengatakan “Tidak ada, tidak pernah ada denda terhadap pembeli 
yang mengalami keterlambatan angsuran”. Lebih lanjut Risyahwan 
menambahkan bahwa penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran 
ditekankan kepada pendekatan musyawarah, “Kita cari latar belakang 
pembeli tersebut terlambat, kesulitannya apa dan sebagainya, biasanya 
solusinya ya mundur tenor dan juga biasanya tidak merubah ketentuan 
waktu serah terima, atau juga dengan menjual bersama-sama tambah 
Risyahwan”.83 Dari penjelasan Risyahwan tersebut dapat dipahami bahwa 
tindakan atas ketidakmampuan pembeli atau user dalam melakukan 
pembayaran angsuran bukan dengan cara tindakan sita, akan tetapi 
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dengan cara musyawarah mencari jalan yang terbaik secara bersama-
sama. Sistem seperti ini yang tidak banyak digunakan oleh pengembang 
perumahan lain. 
3.2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembeli perumahan 
syariah selaku debitor PT. Primaland yang mengalami 
keterlambatan pembayaran angsuran di masa pandemi covid-19. 
Pelaksanaan terkait dengan perlindungan hokum terhadap debitor 
khususnya dalam transaksi jual beli, sudah ada payung hukum yang 
mengatur mengenai hal tersebut yaitu undang-undang perlindungan 
konsumen. Tentu harapan dari berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen tersebut, yaitu terlaksananya suatu 
transaksi jual-beli yang dapat berjalan mulus dan dapat mendatangkan 
kepuasan serta kenyamanan bagi penjual maupun pembeli. Apapun produk 
dan layanan yang ditawarkan oleh penjual sebaiknya memuaskan atau 
memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Hal ini termasuk juga 
bisnis jual-beli properti, dimana juga perlu dilakukan dengan ekstra hati-
hati karena sangat rentan bermasalah. 
Pada saat transaksi tersebut bermasalah, maka dapat dimungkinkan 
akan terjadi konflik yang berkepanjangan hingga berujung jadi sengketa 
antara kedua belah pihak, pada umumnya perkara tersebut sering 
berlanjut ke meja hijau dimana para pembeli jadi pihak penggugat dan 
para penjual jadi pihak tergugat. Kasus seperti ini, seringkali hasil 
keputusan pengadilan justru melemahkan pihak penggugat dalam hal ini 
konsumen menjadi pihak yang sangat dirugikan. Cakupan hukum yang 
berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban 
pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan 
kewajiban tersebut. 
Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari 
produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap 
orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 
diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.84 
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Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan 
konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen 
pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah 
“konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.85 
Beberapa peraturan undang-undang memberikan pengertian tentang 
konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 
1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.86 
Berdasarkan pada pengertian konsumen menurut Undang-undang 
Perlindungan Konsumen tersebut terdapat batas bahwa barang atau jasa 
yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang 
yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai 
konsumen. Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen 
sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, namun 
masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu 
“badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk 
diperdagangkan. 
Pada ketentuan pasal 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi 
perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan 
kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada 
lima azas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan UU 
No. 8 Tahun 1999 pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
Perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh 
barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau 
melanggar ketentuan undang-undang, serta perlindungan terhadap syarat-
syarat yang tidak adil bagi konsumen.  
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Dengan demikian, UU No. 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum 
yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli 
akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan 
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. 
Dalam hal jual beli properti agar tak dikecewakan pengembang, 
Konsumen perlu mencermati pada isi perjanjian jual-beli, terutama bila 
konsumen menemukan klausula baku pada perjanjian jual-beli tersebut. 
Klausula ini umumnya berisikan pembebasan atau pembatasan 
pertanggungjawaban yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha 
yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pencantuman 
klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang pada pasal 18 
ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 agar kedudukan konsumen setara dengan 
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Meski UU No 8 
Tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, namun bukan 
berarti aturan ini akan serta-merta merugikan pelaku usaha dalam 
menjalankan bisnisnya, namun para pelaku usaha diharapkan dapat 
memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan 
berpedoman pada undang-undang tersebut. 
Sebagai landasan hukum, UU no 8 tahun 1999 yang memberi 
perlindungan pada konsumen serta pelaku usaha ini perlu disadari oleh 
kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan 
edukasi di kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih 
proaktif, sadar dan cermat ketika dalam melakukan transaksi bisnis dengan 
pelaku usaha dalam hal ini pengembang properti. 
Dalam transaksi bisnis properti, UU no 8 tahun 1999 akan memberikan 
kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Calon konsumen akan lebih 
berhati-hati dalam memilih produk serta pengembang properti yang 
diinginkan. Salah satunya yaitu dengan mencari informasi tentang 
kredibilitas dan reputasi pengembang terlebih dulu sebelum memutuskan 
membeli produk dengan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari 
lokasi, harga, tipe rumah, status tanah, fasilitas lingkungan, hingga skema 
pembayaran. 
Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki 




harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk 
maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan. 
Developer juga harus memperlakukan konsumen properti dengan 
benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jaminan kualitas barang maupun 
jasa juga harus berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tak 
hanya itu, pengembang juga harus memberi kesempatan kepada 
konsumen untuk mencoba barang maupun jasa tertentu sekaligus 
memberi jaminan atas barang yang dijual. 
Jika konsumen dirugikan, maka pengembang harus memberi 
kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang atau jasa yang dijual. Hal ini juga berlaku jika barang 
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian, 
Sebagaimana diatur pada pasal 4 UU no 8 tahun 1999, konsumen atau 
pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. 
Konsumen (pembeli) properti juga berhak atas data yang jelas, dan 
jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Pembeli juga berhak 
didengar pendapat atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli 
berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa konsumen secara patut. Pasal ini juga menyebut tentang hak 
mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak 
diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Konsumen juga 
berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila 
barang atau jasa yang diterima tidak sesua janji. 
Diharapkan dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen 
tersebut, konsumen bisa memahami dengan baik mengenai dasar-dasar 
hukum terutama porsinya sebagai konsumen, sehingga konsumen mampu 
mencegah aksi pengembang properti yang berlaku curang dan tidak 
bertanggung jawab kepada para konsumennya. 
Undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri merupakan salah 




suatu perlindungan hukum bagi subyek hukum. Perlindungan hukum dapat 
diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan 
menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum, 
pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan 
secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang 
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana 
di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.87 
PT. Primaland sendiri mempunyai syarat mutlak bagi pembelinya yaitu 
wajib beragama Islam, karena salah satu tujuan dari perumahan syariah 
tersebut yaitu menciptakan nuansa Islami pada lingkungan rumah 
tersebut. Bagaimana jadinya bila seorang muslim mempunyai tetangga 
yang memelihara anjing? Padahal dalam keyakinannya anjing merupakan 
binatang yang najis, sudah pasti ia akan merasa tidak nyaman, atau 
bagaimana bila ada tetangga yang terbiasa membuka aurat dalam 
penampilannya, karena dalam keyakinannya tetangga tersebut tidak ada 
aturan untuk menutup aurat? Sudah tentu akan merasa tidak nyaman 
juga. Berangkat dari hal tersebut sehingga timbul kekhawatiran bila suatu 
saat nanti situasi atau kelakuan tetangga seperti itu ditiru oleh anak-anak 
dan keluarga. Situasi yang seperti itu tidak akan terjadi, atau minimal 
dapat diminimalisir bila pribadi-pribadi dalam lingkungan tersebut 
mempunyai nilai-nilai atau keyakinan yang sama. 
Logika tersebut yang menjadi rujukan manajemen perumahan De 
Prima dalam menata lingkungan sosial dalam komplek perumahan 
tersebut, guna mewujudkan hunian yang Islami maka perlu adanya kondisi 
lingkungan yang mendukung. Lingkungan tersebut adalah lingkungan yang 
kondusif bagi perkembangan ahlak dan nilai-nilai Islami keluarga. 
Selain akan menciptakan nuansa Islami juga akan memperkecil potensi 
terjadinya konflik, hal ini merupakan gambaran lingkungan Islami dalam 
pandangan Rendara M. Syafaat, Komisaris Prima Group. Menurut Rendra, 
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lingkungan yang harus diciptakan guna menjamin kondisi yang nyaman 
dan tenang bagi seorang muslim adalah adanya lingkungan yang dihuni 
oleh komunitas yang sama dalam nilai-nilai yang dianut, sehingga potensi 
terjadinya konflik bisa diminimalisir; 
“Lingkungan yang kondusif bisa tercipta manakala semua elemen 
dalam lingkungan tersebut mempunyai tujuan dan budaya yang sama 
dan itu bisa di lakukan manakala dalam lingkungan tersebut 
masyarakatnya mempunyai nilai-nilai yang sama, intinya lingkungan 
perumahan Islam adalah perumahan yang lingkungannya dikelilingi 
dengan nilai-nilai dan syariat Islam”.88 
Pada PT. Primaland sendiri terkait peraturan undang-undang 
perlindungan konsumen tersebut diatas tidak sepenuhnya diterapkan, 
seperti isi perjanjian jual beli yang sudah bersifat baku. Dalam konsep 
syariah yang sebenarnya pun tidak dibenarkan isi suatu perjanjian hanya 
dibuat oleh salah satu pihak saja, yang mana artinya bahwa PT. Primaland 
dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara hukum sama dengan 
perjanjian jual beli yang dilakukan oleh perusahaan non syariah pada 
umumnya. Hal yang membuat perjanjiannya berbeda yaitu perjanjian 
tersebut dibuat dalam bentuk akad Istishna sesuai dengan tujuan dari PT. 
Primaland yaitu jual beli properti murni syariah.  
Akad istishna itu sendiri pun merupakan satu diantara berbagai macam 
bentuk dari perjanjian syariah yang diakui dan telah sesuai dengan 
ketentuan baik di dalam Al-Quran serta hadits. Akad jual beli dalam 
muamalah yang diperbolehkan dalam Islam harus sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Sudah dijelaskan didalam Al-
Quran bahwasannya bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara 
detail dan dicatat dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah 
diatur dalam Islam dengan syarat tidak melanggar dan sesuai dengan 
norma hukum Islam. 
Jual beli dengan metode pesanan harus jelas dalam bentuk 
pembayaran maupun harga barang, agar tidak adanya kesalahpahaman 
antara pembeli dan penjual. Biasanya dari pihak penjual memberikan 
kertas kwitansi atau tanda jadi untuk memerikan kepastian, dan pembeli 
                                                             




pun harus sudah memberikan kepastian serta kesepakatan diawal agar 
akad berjalan dengan baik dari segi melihat barang, model, warna, dll.  
Istishna juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan 
dibuatkan oleh seseorang. Jadi dalam akad istishna  barang yang menjadi 
objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Perlu dipahami 
konsep jual beli istishna  yang jelas dan secara komperhensif. Karena hal 
ini merupakan aktivitas sebagaimana semua orang belum terlalu paham 
tentang jual beli pesanan yang sesuai syariat Islam maka perlu adanya 
penerpan yang sesuai syariah pula. Sehingga perumusan jual beli pesanan 
juga disusun dan diciptakan oleh Dewan Syariah Nasional. 
Dalam hal ini, PT.Primaland sebagai salah satu developer memilih 
untuk menggunakan akad istishna sebagai bentuk dari perjanjian yang 
akan dilakukan dengan pihak customer terkait pembelian property yang 
dimiliki oleh Primaland. Namun penggunaan akad istishna ini pun juga 
tidak hanya sebatas akad dibawah tangan yang disetujui oleh para pihak, 
akan tetapi juga apabila permintaan customer ingin dijadikan dalam bentuk 
lain seperti PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) terkait akad ini pun 
dapat dilaksanakan. 
Yanuar Risyahwan sebagai staff legal Primaland menjelaskan, bentuk 
perjanjian jual beli kita yaitu hanya akad Istishna saja dan akad tersebut 
sudah dalam bentuk baku, Alhamdulillah belum ada user kita yang 
mempermasalahkan isi akad yang kita buat tersebut, karena di dalam akad 
itu sendiri kita juga lampirkan hak-hak dari pembeli namun hanya sebatas 
objek yang dibeli seperti spesifikasi bahan-bahan yang digunakan, bila 
tidak sesuai dengan yang kita tawarkan maka pembeli berhak untuk 
komplain dan segera akan kita proses89.  Menurut pihak PT.Primaland, 
penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak digunakan 
dikarenakan selama ini pembeli sudah merasa sesuai dengan isi dan 
kesepakatan yang tertuang didalam akad istishna. Namun, pihak dari 
PT.Primaland tidak menutup kemungkinan apabila ada pembeli yang kritis 
dan mengingkan pembuatan PPJB maka akan dibuatkan sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dicapai bersama. Akad istishna itu sendiri 
                                                             




bentuknya dibawah tangan yang nantinya akan di waarmerking ke pihak 
notaris agar memiliki kekuatan hokum yang semestinya. 
Selanjutnya bahwa untuk membuat isi dari akad tersebut primaland 
bekerjasama dengan salah satu dosen doktor UIN yang memang beliau 
sudah ahli dan paham tentang perjanjian jual beli syariah khusunya akad 
Istishna tersebut, sehingga kami yakin bahwa isi akad tersebut sudah 
sesuai dengan hukum syariah. Dalam hal ini, pembuatan akad istishna juga 
disesuaikan dengan yang diinginkan oleh pembeli. Apabila pembeli 
menginginkan seperti tambahan bangunan, atau kesepakatan lainnya akan 
ditambahkan didalam addendum akad istishna namun tetap dalam 
kesepakatan kedua belah pihak.  
Terkait dengan akad istishna yang dilakukan oleh developer, telah juga 
memiliki fatwa dari DSN MUI Nomor : 06/DSN-MUI/IV/2000, yaitu 
pengaturan mengenai akad istishna itu sendiri. Di dalamnya dinyatakan 
bahwa:  
 Pertama : ketentuan pembayaran 
a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik 
berupa uang, barang atau manfaat 
b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan 
c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang 
 Kedua  : ketentuan barang 
a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang 
b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 
c) Penyerahannya dilakukan kemudian 
d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan 
e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya 
f) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis 
sesuai dengan kesepakatan 
g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 





 Ketiga  : ketentuan lainnya 
a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 
kesepakatan,hukumnya mengikat. 
b) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak 
disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna’. 
c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Dengan menyesuaikan atas fatwa MUI tersebut, maka harus memenuhi 
keseluruhan dari apa yang telah dijelaskan di dalam fatwa tersebut. Bagi 
ketentuan syariah, fatwa MUI merupakan salah satu dasar hukum terkuat 
dalam melakukan setiap transaksi yang tergolong syariah, dikarenakan 
pengaturannnya akan berbeda dengan aturan pada umumnya. Tidak 
hanya aturan yang dibentuk oleh pemerintah namun juga ketetentuan 
dalam syariah juga harus terkait dengan anjuran dari Al-Qur’an, hadist nabi 
serta kaidah fiqih yang sesuai. 
Salah satu yang dapat disesuaikan dengan permintaan pembeli 
mengenai keterlambatan pembayaran. Hal ini dapat disesuaikan dengan 
kondisi dari pembeli itu sendiri. Berikut merupakan salah satu bentuk isi 

















  Gambar 1. 



























Bentuk pada isi akad istishna tersebut menerangkan bahwa mengenai 
keterlambatan dalam pembayaran tidak akan dikenakan denda serta akan 
diberikan berupa surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien. 
Ketentuan tersebut berlaku dan sebelumnya telah diketahui terlebih 
dahulu, dan dapat dikatakan bahwa bentuk baku dari isi perjanjiannya 




dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kebutuhan klien serta 
kesepakatan yang telah diperoleh dari debitur. Apabila dikaitkan dengan 
keadaan pandemic saat ini, maka isi pasal tersebut dapat berubah atau 
ditambahkan dengan hal yang memang diperlukan oleh pihak pembeli. 
Selama masa pandemi ini, pihak PT.Primaland tidak memungkiri 
adanya dampak keterlambatan dari masa pembayaran yang dilakukan oleh 
pembeli. Namun, dapat dikatakan bahwa dari pihak pembeli itu sendiri 
telah mencadangkan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah 
disepakati, sehingga keterlambatan pembayaran tidak terlalu signifikan. 
Informasi yang diberikan dari pihak accounting PT.Primaland menyebutkan 
kurang lebih 10 user yang sedikit terlambat dari jadwal yang ditentukan 
dimana user tersebut berada di dalam situasi yang kurang lebih sama, hal 
ini dikarenakan salah satu contohnya mengenai pembayaran yang 
dilakukan oleh salah seorang user dengan memilih 3 bulan sekali untuk 
membayar. Hal ini dilakukan user untuk menyiasati kebutuhan bulanan 
yang tetap harus dipenuhi namun tidak mempengaruhi pembayaran 
kepada kami. Tidak hanya 3 bulan sekali, bahkan user lainnya juga ada 
yang melakukan pembayaran 6 bulan sekali dengan mengandalkan bonus 
yang diterima dari tempat ia bekerja. User lainnya, juga mengalami 
keterlambatan dikarenakan terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga 
alokasi keuangan yang dimiliki harus dibagi kedalam kepentingan lainnya. 
Adapula yang memberikan keterangan bahwa dikarenakan keuangan yang 
terbatas, namun kebutuhan yang lebih penting ialah merawat salah satu 
keluarga yang sedang terkena covid dan sedang membutuhkan kebutuhan 
khusus seperti tabung okisgen. System pembayaran seperti ini memang 
membedakan PT.Primaland dengan developer lainnya yang secara 
konvensional mensyaratkan setidaknya setiap bulan dilakukan 
pembayaran.  
Mengenai kebijakan yang dilakukan oleh PT.Primaland itu sendiri, yang 
kami lakukan kepada user yang mengalami keterlambatan itu hampir 
sama. Cara yang dilakukan dengan, diawali dengan membuka komunikasi  
lewat pihak marketing atau customer care untuk bermusyawarah terlebih 
dahulu mengenai rencana dari user itu sendiri untuk melakukan 




sendiri namun juga tidak merugikan dari pihak developer. Nantinya akan 
dibuatkan addendum untuk memperbaiki cara pembayaran dari 
keterlambatan yang telah terjadi. Mencari solusi dengan kesepakatan dari 
pihak user dan developer adalah cara yang dilakukan dikarenakan dari 
pihak developer itu sendiri tidak ada pengenaan denda dan sita. Apabila 
tidak dicapai nya solusi bersama, maka pihak developer akan memberikan 
solusi terakhir berupa membantu menjual property ini secara bersama. 
Namun, solusi menjual ini hanya akan ditawarkan apabila user sudah tidak 
memiliki pandangan bagaimana kedepannya akan melakukan pembayaran 
dikarenakan adanya pandemi seperti saat ini.  Solusi menjual bersama 
dilakukan dengan apabila property yang bersangkutan telah laku terjual, 
maka selaku pihak developer hanya akan mengambil bagian yang memang 
menjadi hak dan keuntungan yang didapatkan akan dikembalikan secara 
penuh kepada pihak user tanpa dilakukan pemotongan apapun. 
Kepada pihak user itu sendiri, selaku pihak developer, PT. Primaland 
juga telah melakukan edukasi di awal mengenai akad istishna itu sendiri. 
Khususnya mengenai termin dalam pembayaran, developer sudah 
menjelaskan dan mengharapkan agar user dapat menyesuaikan sendiri 
sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sehingga nantinya tidak ada 
unsur paksaan yang dilakukan, dan pihak user juga dalam melakukan 
pembayaran tidak merasa terbebani karena selain melakukan pembayaran 
kepada developer sudah pasti masih ada kebutuhan lain yang harus 
dipenuhi oleh user setiap bulannya.  
Selama ini, untuk terkait penyelesaian mengenai keterlambatan 
pembayaran yang masuk ke dalam ranah pengadilan secara pidana belum 
terjadi. Kasus terakhir yang terjadi dalam keterlambatan pembayaran ini, 
hanya salah seorang user yang memang bukan asli Malang telah 
mengalami keterlambatan pembayaran selama satu tahun. Saat pihak 
developer sudah dapat berkomunikasi dengan user yang bersangkutan, 
dan pihak user itu sendiri juga memahami situasi dari dirinya sendiri, maka 
pihak user menyepakati mengenai solusi menjual bersama. Hal ini juga 
dilakukan untuk membuat user itu sendiri tidak lagi merasa terbebani 
dengan adanya pembayaran yang sudah terlambat dalam tempo yang 




Edukasi yang developer lakukan di awal tidak hanya semata-mata 
untuk memberikan pengertian kepada user, namun juga merupakan salah 
satu iktikad baik yang dilakukan developer agar pihak user dalam 
melakukan pemilihan lokasi hunian dan melakukan pembayaran merasa 
nyaman dan percaya kepada PT.Primaland selaku developer. Hal tersebut 
juga diharapkan untuk membuat user terbuka dengan developer mengenai 
keadaan yang sebenarnya tanpa harus adanya denda bahkan sita 
property. 
Solusi untuk over credit (mengalihkan ke pihak ketiga), kembali dengan 
akad yang dilakukan di awal yaitu menggunakan akad istishna, maka untuk 
sementara belum bisa dilakukan. Hal ini pun juga ditekankan kepada pihak 
user di awal, dan user sampai saat ini memahami bahwa prosedur yang 
terdapat di dalam PT.Primaland sedikit berbeda dengan developer 
konvensional lainnya. Selaku developer, PT.Primaland mengingkan bahwa 
pihak usernya, dalam melakukan pembelian juga mengetahui kemampuan 
masing-masing terutama mengenai pembayaran property terkait, agar 
nantinya diperoleh kenyamanan bersama baik dari user itu sendiri maupun 
dari pihak developer. 
Mengenai perlindungan hokum terkait dengan pembeli itu sendiri, 
menurut data, bahwa perlindungan hokum belum bisa untuk melindungi 
pembeli sepenuhnya. perlindungan hukum dapat diartikan sebagai 
perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hokum yang 
dikenal dengan perlindungan hokum secara preventif dan represif.  
Secara preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 
terjadinya sengketa, sedangkan secara represif bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 
Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. 
Dalam lingkup kebijakan mengenai keterlambatan pembayaran yang 
dialami oleh para pembeli, apabila dilihat secara preventif/pencegahan, 
maka pihak developer sebenarnya telah menjelaskan mengenai akad 
istishna itu sendiri dan seperti apa solusi yang dapat ditawarkan apabila 




dengan memberikan solusi apabila ada pembeli yang nantinya ditakutkan 
akan mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Solusi yang diberikan 
ialah, menyesuaikan kembali jadwal pelunasan pembayaran sesuai dengan 
kemampuan para pembeli atau dilakukannya menjual bersama. 
Menjual bersama merupakan langkah terakhir apabila tidak ditemukan 
solusi lainnya. Namun, menurut data, langkah ini tidak memberikan 
perlindungan hokum sama sekali bagi  pembeli dikarenakan mereka harus 
merelakan propertinya dijual guna menutupi keterlambatan pembayaran. 
Hal ini terjadi dikarenakan PT.Primaland itu sendiri tidak menggunakan 
pihak ketiga, sehingga solusi yang ditawarkan hanya untuk memberikan 
hak kepada developer, dan pembeli telah melaksanakan kewajiban 
membayar. Secara tidak langsung, hal ini tidak memberikan perlindungan 
hokum yang sesuai kepada pembeli karena solusi ini tidak bisa ditolak 
sama sekali oleh pembeli. 
Menurut pasal 1457 KUH-Perdata “jual-beli adalah suatu persetujuan 
yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda 
(zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji 
untuk membayar harga”. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, 
persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:90 
1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual 
kepada pembeli. 
2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli 
kepada penjual. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro “Jual-beli adalah suatu persetujuan 
dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang 
dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.91 
Menurut Suryodiningrat “Jual-beli adalah pihak yang satu penjual 
(verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) 
untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan 
memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah 
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tertentu, berwujud uang”.92 Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah 
barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata 
sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu 
perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju 
tentang harga dan barang. 
Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam 
pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi 
antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat 
tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupu 
n harganya belum dibayar”.93 Apabila terjadi kesepakatan mengenai 
harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait 
dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena 
tidak terjadi kesepakatan. 
Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari 
perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal 
lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut 
merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam 
perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.94 
Terkait dengan teori perjanjian, dalam hal melakukan perjanjian jual 
beli dengan developer syariah ini yaitu, PT.Primaland, dapat dikatakan 
bahwa perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat sah nya suatu 
perjanjian, dimana adanya kesepakatan baik antara developer dan 
pembeli, cakapnya masing-masing pihak yang dalam hal ini telah 
memenuhi ketentuan undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan 
hokum, adanya obyek tertentu yaitu property berupa rumah serta kausa 
yang hal, dalam hal ini perjanjian jual beli tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan, baik dari pihak masing-masing maupun obyek 
yang terkait tidak dalam sengketa atau permasalahan lainnya. 
Mempelajari bagaimana system akad istishna berlaku, sebenarnya 
sama saja dengan perjanjian jual beli lainnya, hanya saja didalamnya 
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terdapat perbedaan dikarenakan masih dijunjungnya system syariah 
didalamnya. Namun, menurut data, didalam pembuatan akad istishna 
tersebut, bisa dikatakan bahwa isi dari keseluruhan perjanjian dibuat 
secara sepihak oleh pihak developer dan terkesan seperti perjanjian take 
it or leave it. Pembeli hanya datang untuk berkonsultasi dan diberikan 
penjelasan mengenai isi dari akad istishna yang akan berlaku diantara 
kedua belah pihak, apabila pembeli tidak setuju maka pihak developer 
tidak bisa mengubah isi akad dan hal ini berarti bahwa perjanjian tidak 
dibuat secara bersama-sama melainkan hanya secara sepihak saja. 
Pembeli dalam hal ini tidak benar-benar mendapatkan perlindungan 
hokum yang diinginkan, dikarenakan menurut data bahwa tidak hanya 
terkait dengan isi akad yang dibuat secara sepihak oleh developer 
melainkan juga mengenai salah satu solusi mengenai menjual bersama 
yang terkesan seperti menjual paksa property milik pembeli. 
 
3.3. Upaya yang dilakukan agar ketentuan hukum syariah yang 
diterapkan PT. Primaland tersebut tetap dijalankan sesuai dengan 
hukum syariah terkait adanya keterlambatan pembayaran 
angsuran oleh pembeli (debitor) khususnya selama masa pandemi 
covid-19 
PT.Primaland sebagai salah satu developer syariah menyatakan bahwa 
metode yang digunakan dalam melakukan jual beli perumahan yang 
digunakan sepenuhnya berbeda dengan developer konvensional lainnya, 
dengan menjunjung konsep syariah diharapkan bahwa tujuan untuk 
membangun lingkungan bernuansa islami dapat terpenuhi secara 
maksimal. Salah satu hambatan yang paling jelas di saat kondisi sekarang 
ialah hadirnya COVID-19 ditengah-tengah keseharian masyarakat. 
Munculnya salah satu virus yang telah berkembang kurang lebih 
selama setahuin ini benar-benar membuat banyak sector berubah termasuk 
perekonomian. Virus ini hadir dan membuat hampir seluruh kegiatan yang 
bertatap muka harus dibatasi, sehingga dianjurkan dan diwajibkan oleh 
pihak pemerintah dan pihak kesehatan untuk membatasi kerumunan, dan 
menerapkan physical distancing hingga menerapkan lockdown terhadap 




Kegiatan perekonomian kelas menengah ke bawah bisa dikatakan 
berbentuk seperti pasar-pasar tradisional, toko kelontong, bahkan hingga 
penjual jajanan pinggir jalan inilah yang sangat merasakan dampak dari 
hadirnya virus ini dikehidupan sehari-hari. Sepinya pembeli membuat 
pendapat mereka sangat berkurang drastis. Masyarakat yang terdampak 
juga hampir menyeluruh, dikarenakan pemberlakukan physical distancing 
hingga penerapan lockdown ini menyerang segala aspek, mulai dari 
pemerintahan, perekonomian, hingga pendidikan. Dimulai dari pembatasan 
karyawan, tutupnya sarana pendidikan seperti sekolah dan universitas, 
tutupnya usaha-usaha kecil yang kebanyakan tidak laku dikarenakan sepi 
pembeli, dan masih banyak sector yang merugi. 
Hadirnya COVID-19 ini juga mempengaruhi aspek penjualan property 
seperti yang dirasakan oleh pihak developer PT.Primaland. Mungkin saja 
tidak langsung terasa, namun perlahan terlihat apalagi di bagian pembeli 
saat mulai perlahan mengalami keterlambatan dalam membayar 
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Rata-rata para pembeli 
mengeluhkan kondisi pendapatan yang tidak sama dengan sebelumnya. 
Ada yang mengeluh harus mencari pekerjaan baru dikarenakan terjadi 
pemotongan karyawan, sepinya pendapatan dari bisnis yang dijalankan 
akibat pembatasan jam malam hingga lockdown dalam waktu yang tidak 
sebentar hingga kerugian yang harus dialami diakibatkan tidak adanya 
pemasukan sama sekali. 
Tidak hanya masyarakat, namun pihak developer pun ikut merasakan 
dampaknya. Namun, sedikit perbedaan dari masyarakat, pihak developer 
mengakui bahwa dampak nya terasa pada berkurangnya penjualan 
property pada awal hadirnya virus ini. Namun seiring dengan berjalannya 
waktu dan hingga sekarang, penjualan mulai naik sedikit demi sedikit 
dikarenakan perekonomian mulai kembali seperti biasa walaupun tidak bisa 
senormal dulu. 
Keadaan ini dapat digolongkan sebagai salah satu Teori Force Majeure 
yang Subyektif, berbeda dari keadaan terpaksa obyektif atau mutlak, 
keadaan terpaksa yang yang bersifat subyektif atau relatif, sebenarnya 
masih ada kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian 




terhambat. Kemungkinan untuk memenuhi prestasi yang dilakukan pembeli 
kepada developer masih bisa dilakukan hanya saja pembeli masih 
membutuhkan waktu yang lebih panjang dari sebelumnya dikarenakan 
mereka harus mengumpulkan dana ditengah kondisi pandemi saat ini. 
Apabila melihat Pasal 1244 KUHPerdata, disebutkan bahwa Debitur 
harus dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga bila tidak dapat 
membuktikan bahwa untuk dilaksanakannya perikatan itu atau tidak 
tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu 
hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. Selanjutnya Pasal 
1245 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, 
kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang 
terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang 
olehnya. 
Dari perumusan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, dapat dikatakan 
bahwa kedua pasal tersebut mengatur suatu hal yang sama, yaitu 
dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu 
kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Hanya saja dapat dikatakan 
bahwa Pasal 1244 KUHPerdata lebih baik, karena lebih tepat menunjukkan 
keadaan memaksa itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitur yang 
dituduh lalai, yang mengandung pula suatu beban pembuktian kepada 
debitur, yaitu beban untuk membuktikan adanya peristiwa yang dinamakan 
dengan keadaan memaksa itu dimana, debitur diwajibkan untuk 
membuktikan tentang terjadinya hal yang tak dapat terduga dan tak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya, yang menyebabkan perjanjian tidak 
dapat dilaksanakan, dari pasal-pasal tersebut. 
Hal ini selaras dengan kondisi yang ada, dikarenakan munculnya 
pandemi ini tidak terduga dan colaps nya beberapa sector termasuk 
perekonomian sangat memberikan dampak yang besar untuk pembeli 
maupun pihak developer itu sendiri. Perputaran perekonomian yang 
biasanya lancar dan terkendali tiba-tiba menjadi terhenti seketika dan 
masih tidak bisa dipastikan untuk kembali seperti yang sebelumnya.  




dijalankan tetap bisa memperoleh keuntungan guna menyelesaikan 
kewajiban mereka mengenai pelunasan pembayaran kepada pihak 
developer agar tidak terkesan bahwa pembeli melakukan wanprestasi 
dikarenakan tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan sebelumnya. 
Kondisi pandemi yang belum bisa ditentukan kapan berakhir ini masih 
naik turun terutama dalam lingkup perekonomiannya. Pemerintah masih 
memberlakukan jam malam di daerah tertentu, melarang beberapa tempat 
tertentu untuk tidak memancing kerumunan seperti tempat makan, pusat 
perbelanjaan, pertokoan, dan lainnya, membatasi aktivitas masyarakat agar 
penularan virus ini berkurang dan tenaga medis tidak lagi kesusahan untuk 
menangani pasien yang terkena virus ini apalagi bagi masyarakat yang 
memiliki penyakit bawaan. Hal ini perlu kerja sama bersama antara 
masyarakat dengan pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil 
tidak memberikan kerugian yang lebih bagi seluruh yang terdampak akibat 
pandemi ini. Perlunya kesadaran masyarakat akan kebersihan pun sangat 
dibutuhkan agar membantu mengurangi penyebaran virus ini yang 
sebagaimana telah dijelaskan bahwa virus ini menyebar melewati udara 
dan melewati tangan yang tidak higienis. Himbauan pemerintah untuk 
selalu menggunakan masker, berjaga jarak, hingga rajin mencuci tangan 
diharapkan dapat mengurangi resiko terjangkit dan membantu paramedis 
dalam misi nya untuk menyembuhkan yang sakit. 
Walaupun terdapat hambatan berupa pandemi dalam melaksanakan 
kewajiban para pembeli kepada developer, namun beberapa upaya telah 
dilakukan oleh pihak developer guna mencegah terjadinya hal yang tidak 
diinginkan bagi kedua belah pihak, seperti, 
1. Penjelasan detail mengenai akad istishna secara lengkap 
Diawal selaku pihak developer akan menjelaskan akad istishna itu 
sendiri point per point dan user diharapkan mengerti, dikarenakan akad 
istishna akan berlaku sebagai landasan hukum developer, apabila user 
masih merasa tidak mengerti, maka pihak developer membuka secara 
luas pertanyaan mengenai hal-hal yang masih tidak dimengerti. Hal ini 
pun berlaku juga mengenai solusi apabila mengalami keterlambatan 




pihak PT.Primaland itu sendiri, apabila nantinya ditemukan user yang 
tidak cooperative maka akan diberikan berupa surat pemberitahuan 
pertama. Surat ini berfungsi untuk mengundang user agar dapat 
melakukan musyawarah bersama dengan developer guna mencari 
solusi mengenai keterlambatan pembayaran. Apabila dari pihak user 
tidak cooperative hingga diberikan surat pemberitahuan ketiga, maka 
dengan ini dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung maka pihak 
user bersedia untuk melakukan penjualan bersama atas property terkait 
guna melakukan pembayaran yang telah terlambat selama beberapa 
waktu. Namun, hal ini juga belum pernah terjadi dikarenakan hingga 
saat ini, pihak user sudah memahami akad istishna itu sendiri dari awal 
bertemu dan berkonsultasi dengan pihak marketing PT. Primaland. 
Surat pemberitahuan itu sendiri merupakan perkembangan yang 
dilakukan pihak developer atas akad istishna yang nantinya dapat 
menjadi salah satu dasar hukum apabila terdapat user yang tidak 
cooperative dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan seperti 
mengundang bermusyarawah bersama untuk menentukan solusi 
terbaik guna user dan developer. User pun diawal sudah dijelaskan 
mengenai keberadaan surat pemberitahuan ini agar pihak user terbuka 
mengenai kondisi masing-masing.  
 
2. Kebijakan mundur tenor yang ditawarkan 
Mengenai kebijakan mundur tenor atau restructuring mengenai jangka 
waktu serta pembayaran yang tersisa, tidak diberikan waktu maksimal 
dan kembali lagi bahwa kebijakan apapun itu harus sesuai dengan 
kesepakatan bersama. Kebijakan ini tidak saja mengubah waktu 
pelunasan tetapi juga terkait angsuran yang akan dilakukan. Pihak 
developer akan melihat mengenai kemampuan user itu sendiri, baik 
dari segi kemampuan ekonomi, maupun dari segi bisnis yang dimiliki. 
Apabila dari kemampuan finansial user masih dipandang aman dan 
stabil untuk beberapa waktu kedepan, developer dapat memberikan 
tenor untuk jangka waktu yang lama. Namun apabila pihak user sendiri 
telah mengakui bahwa belum tentu bisa bertahan lebih lama apalagi 




dimusyawarahkan bersama mengenai solusi agar tidak merugikan 
kedua belah pihak.  
 
3. Solusi menjual bersama 
Solusi terakhir ini akan ditawarkan apabila upaya diatas tidak juga 
memberikan jawaban bagi kedua belah pihak secara jelas. Hal ini 
terjadi apabila pembeli benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Nantinya, 
apabila menjual bersama telah terjadi dan memperoleh pembeli yang 
baru maka akad yang lama akan dibatalkan dan dimulai dengan akad 
yang baru terhadap user yang baru dikarenakan dalam islam juga tidak 
baik apabila terjadi tumpang tindih atau double akad. Hal ini dilakukan 






















Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diberikan 
kesimpulan bahwa, 
1. Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap developer PT.Primaland, 
belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pembeli 
dikarenakan adanya beberapa unsur yang tidak dapat ditolak 
keberadaannya dan secara tidak langsung seperti memaksa kepada 
pembeli untuk menyetujui, seperti isi akad istishna yang dibuat secara 
sepihak oleh pihak developer dan juga mengenai solusi menjual 
bersama yang terkesan seperti menjual paksa apabila tidak ada lagi 
solusi yang bisa dihasilkan dari keterlambatan pembayaran yang 
dialami pembeli. 
2. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak developer, terdiri dari 
menjelaskan akad istishna secara detail agar tidak ada 
kesalahpahaman yang terjadi diantara developer dan pembeli, 
memberikan kebijakan mundur tenor agar dapat menjadwalkan 
kembali pembayaran dikemudian hari yang lebih menyesuaikan 
kemampuan pembeli dan solusi menjual bersama yang ditawarkan 
apabila nantinya tidak ditemukan kesepakatan mengenai upaya yang 
telah ditawarkan sebelumnya sehingga tidak menghilangkan hak dari 




Saran penulis ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak 
terkait yang termasuk didalam tema penelitian penulis, yaitu : 
1. Bagi masyarakat luas, diharapkan agar lebih bisa mengetahui 
mengenai perbedaan perjanjian jual beli yang menggunakan prinsip 
syariah dan konvensional agar dapat menyesuaikan denga 




memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Hal ini 
menuntuk masyarakat agar lebih mempelajari terlebih dahulu sebelum 
melakukan perjanjian agar tidak ada penyesalan dikemudian hari yang 
daapt merugikan tidak hanya sebagai pembeli namun merugikan 
pihak developer yang dapat berujung kepada sengketa. 
2. Kepada pihak developer, khususnya yang menggunakan prinsip 
syariah seperti PT.Primaland, diharapkan agar dapat lebih 
memberikan perlindungan hukum kepada pembeli agar tidak terlihai 
memaksakan pembeli mengenai solusi menjual bersama yang terlihat 
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